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Abstract

This paper aims to provide basic knowledge to all individuals who basically has the potential to become leaders or simply as a follower. There are 3 (three) main points are presented: first, the difference instilah leader, leadership, management and leadership, secondly, the source of leadership ability is genetic, social and ecological; third, the typology of leadership that is the type of attitude Leader Based On The Power or organization, type Based Leader Power, Leader type Based on Orientation Leader, Leader Based on How to Motivate type, the type facet Leader Based flatform to Be Used To Affect Follower, Leader Based on personality types.
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I. PENDAHULUAN

Sejarah manusia dari abad ke abad membuktikan bahwa kehidupan setiap kelompok sosial tidak terlepas dari manusia-manusia besar yang memimpinnya. Pemimpin itu jumlahnya tidak banyak, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap hidup dan kehidupan kelompok. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu  gejala sosial. Manusia sebagai makhluk social di dalam kehidupan socialnya, selalu dapat ditemukan adanya pemimpin  dan pengikut, adanya kepemimpinan dan kepengikutan. Tanpa adanya pemimpin tidak akan ada organisasi dan perkembangan sosial. Namun demikian tidak akan ada pemimpin yang tanpa pengikut. Pemimpin dan pengikut adalah dwitunggal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Setiap individu memiliki kedua status tersebut, artinya dalam situasi tertentu seseorang dapat berstatus sebagai pemimpin, dan pada situasi lain berstatus hanya sebagai pengikut. Masalah pemimpin dan kepemimpinan, tidak terlepas dari pribadi pemimpin, peranan pengikut dan situasi sosial yang melingkunginya.

Dalam konteks sosial, hubungan seseorang dengan orang lain terjadi proses memimpin dan dipimpin. Dalam hubungan informal, kondisi memimpin dan dipimpin kadang terjadi secara tidak disengaja dan tidak disadari. Kalau kita mengamati suatu kumpulan orang, baik kumpulan anak-anak maupun kumpulan orang dewasa senatiasa nampak suatu proses memimpin dan dipimpin walau hal tersebut tidak disadari. Secara pribadi, setiap individu selalu menempatkan dirinya dalam dua keadaan tersebut. Kadangkala kita sangat tergantung pada orang lain dan sebaliknya ada orang sangat tergantung dengan diri kita.

Peristiwa terpilih menjadi pemimpin dan atau menempatkan diri sebagai pengikut yang mungkin tidak secara sengaja atau memang disengaja adalah suatu proses penempatan diri pada tingkat kepemimpinan seseorang. Proses penempatan diri tersebut tidak selalu sesuai dengan harapan, kadang terjadi kekecewaan memilih seseorang menjadi pemimpin kita, kadang kita merasa lebih baik dari pemimpin yang kita pilih sendiri. 

Kesalahan memilih pemimpin dan ketidaksiapan seseorang menjadi pemimpin bisa terjadi karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan. Pemimpin yang terpilih tidak mengetahui cara-cara memimpin yang baik, sedangkan seseorang tidak siap menjadi pemimpin karena tidak mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri potensi kepemimpinan.  

II. PERMASALAHAN

Orientasi memilih pemimpin adalah untuk melakukan restorasi atau perubahan kearah yang lebih baik. Ketidakmampuan pemimpin dampak negatifnya tidak hanya pada lingkup yang dipimpinnya, tetapi juga bisa pada lingkup sosial yang diluarnya. Untuk itu setiap individu harus memiliki pengetahuan dasar tentang kepemimpinan yang akan menghantarkan menjadi pemimpin yang baik.   

III. PEMBAHASAN

A. Perbedaan Istilah 

Sering terjadi pemahaman yang kurang tepat terhadap istilah pemimpin, kepemimpinan, pimpinan dan kepimpinan. Perbedaannya istilah tersebut, adalah :

· Pemimpin biasanya dipergunakan istilah leader, dan pimpinan digunakan istilah manager, eksekutif atau administrator. Kegiatan pimpinan itu biasanya disebut management yang diterjemahkan oleh beberapa pihak dengan kepimpinan, sedangkan kegiatan pemimpin disebut leadership atau kepemimpinan.

· Lebih mudah menjadi pimpinan daripada menjadi pemimpin, karena pimpinan diangkat oleh atasan (titular leader), sedangkan pemimpin tumbuh dan muncul dari bawah (real leader). Secara intrinsik, supervision, management dan administration berhubungan dengan tingkat-tingkat di dalam organisasi, sedangkan leadership dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan situasi, yang menentukan jenis leadership yang dibutuhkan.

· Management merupakan fungsi status atau wewenang (authority, power, perintah, paksaan, force, dan bersifat resmi), sedangkan leadership merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan pengikut (persuasi, pengaruh, wibawa, dan tidak resmi) dalam situasi tertentu.

· Management selalu diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan leadership dapat diarahkan untuk mewujudkan keinginan pemimpin.

· Management mempergunakan input berupa logika, rasio, finansial, bersifat impersonal, analitis dan kwantitatif, sedangkan leadership merupakan faktor-faktor pemimpin, pengikut dan situasi.

· Management memiliki sumber-sumber organisasi yang luas untuk mendorong bawahan guna berperilaku sebagaimana yang dikehendaki, lebih lanjut ia bertanggung jawab kepada management yang lebih tinggi. Sedangkan leadership terutama menggantungkan diri pada personal resources (sumber-sumber yang dimiliki sendiri) untuk mendorong orang lain guna melakukan sesuatu yang diinginkan. Ia terutama bertanggung jawab pada orang-orang yang mendukungnya, yaitu para pengikutnya.

B. Sumber Kemampuan Pemimpin
Sumber kemampuan kepemimpinan dari seorang pemimpin, pada dasarnya dapat diterangkan melalui tiga aliran teori berikut ini. Dari teori tersebut seseorang dapat menilai kualitas diri tentang kemampuan memimpin.

· Teori Genetis (Keturunan). Inti dari teori menyatakan bahwa “Leader are born and nor made” (pemimpin itu dilahirkan (bakat) bukannya dibuat). Para penganut aliran teori ini mengetengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, sesekali kelak ia akan timbul sebagai pemimpin. Berbicara mengenai takdir, secara filosofis pandangan ini tergolong pada pandangan fasilitas atau determinitis. 

· Teori Social. Jika teori pertama di atas adalah teori yang ekstrim pada satu sisi, maka teori inipun merupakan ekstrim pada sisi lainnya. Inti aliran teori sosial ini ialah bahwa “Leader are made and not born” (pemimpin itu dibuat atau dididik bukannya kodrati). Jadi teori ini merupakan kebalikan inti teori genetika. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.

· Teori Ekologis. Kedua teori yang ekstrim di atas tidak seluruhnya mengandung kebenaran, maka sebagai reaksi terhadap kedua teori tersebut timbullah aliran teori ketiga. Teori yang disebut teori ekologis ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori terdahulu sehingga dapat dikatakan merupakan teori yang paling mendekati kebenaran. 

Namun demikian, penelitian yang jauh lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya sosok pemimpin yang baik. Pemimpin dan pengikut adalah suatu bentuk domininasi tertentu yang melekat pada diri pemimpin dan pengikutnya. Dominasi tersebut mempengaruhi seseorang menjadi pengikut. Kecenderungan saat ini, factor kepentinganlah yang paling dominan. 

C. Tipologi Pemimpin

Setiap penulis mengemukakan tipe-tipe (tipologi) pemimpin yang berbeda. Beraneka ragam tipe-tipe itu timbul karena sudut tinjauannya berbeda, meskipun yang dipelajari proses yang sama. Dalam hubungan ini, hendaknya dimaklumi bahwa istilah tipe mengandung pengertian yang tidak fixed dan definitif, tetapi lebih bersifat arbitrair, oleh karena garis batas antara tipe-tipe itu tidak jelas. Tipe-tipe itu tumpang tindih satu dengan yang lainnya dan tidak selalu mutually exclusive, artinya tipe-tipe itu mengandung ciri-ciri yang tidak seluruhnya berlainan. Ciri-ciri tertentu yang yang terkandung di dalam suatu tipe mungkin juga terdapat pada tipe-tipe yang lain, meskipun dalam rangkainan ciri-ciri lain yang berbeda.

Cara bertindak seorang pemimpin, dapat didorong oleh kecenderungan pribadi oleh keinginannya untuk menguasai situasi yang dihadapi. Dalam hal tindakan seorang pemimpin didorong oleh kecenderungan pribadi, maka yang dibicarakan adalah tipe. Tetapi apabila itu didorong oleh keinginannya untuk mengatasi dan menguasai situasi yang dihadapi, maka tindakan itu menunjuk kepada metode kepemimpinan yang dipergunakan. Dalam hal ini kadang-kadang harus melawan kecenderungan pribadinya.

Setiap pemimpin mempunyai trend untuk mempergunakan jenis kepemimpinan tertentu. Penonjolan ini dapat dilihat dengan jelas pada saat ia mempergunakan jenis kepemimpinan yang tidak tepat pada situasi tertentu. Itupun telah dilakukan tanpa melawan dengan kecenderungan pribadi. Misalnya dalam keadaan darurat dia mempergunakan kepemimpinan yang demokratis. Dalam hubungan ini jenis kepemimpinan yang diterapkan itu dikatakan tidak tepat, oleh karena pada hematnya yang penting untuk saat itu ialah usaha-usaha untuk menguasai situasi dan untuk itu dibutuhkan ciri-ciri atau kepemimpinan yang dapat menjamin penguasaan situasi.

Namun demikian para pemimpin umumnya mempergunakan pendekatan yang berlainan terhadap situasi yang berbeda, dengan pengharapan akan dapat mengatasi dan menguasai situasi yang dihadapi. Dengan kata lain mereka mereka berusaha mempergunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan kondisi.

Tipe-tipe Berdasarkan Sikap Pemimpin Terhadap Kekuasaan atau Organisasi, dikenal 5 tipe pemimpin, yaitu sebagai berikut:

· Climbers, ialah tipe pemimpin yang selalu haus akan kekuasaan, prastige dan kemajuan diri, berusaha maju terus menerus dengan kekuasaan sendiri, oportunistis, agresif, suka dan mendorong perubahan dan perkembangan dan berusaha berombak terus menerus.

· Conservers, ialah tipe pemimpin yang mementingkan jaminan dan keenakan, mempertahankan statusquo memperkuat posisi yang telah dicapai, menolak perubahan, defensifda statis. Tipe ini biasanya terdapat pada middle management atau dimiliki oleh parapejabat yang sudah lanjut usia.

· Zealots, ialah tipe pemimpin yang bersemangat untuk memperbaiki organisasi, mengutamakan tercapainya tujuan, mempunyai visi, menyendiri aktif, agresif, bersedia menghadapi segala permusuhan dan pertentangan, tegas, mempunyai dorongan yang keras untuk maju, tidak sabaran untuk mengadakan perbaikan dan menentukan sesuatu yang baru, mementingkan kepekaan daripada human relations.

· Advocates, ialah tipe pemimpin yang ingin mengadakan perbaikan organisasi, terutama bagiannya sendiri, mementingkan kepentingan keseluruhan organisasi daripada kepentingan diri sendiri, pejuang yang gigih dan bersemangat untuk kepentingan orang-orang dan programnya, bersedia menghadapi pertentangan apabila mendapat dukungan dari kolega-koleganya, sangat responsif terhadap ide-ide dan pengaruh orang lain, keluar bersedia mempertahankan kelompok dengan tindakan partisan, ke dalam bersikap jujur dan tidak menyebelah.

· Statesmen, ialah tipe pemimpin yang mementingkan tujuan organisasi secara keseluruhan dan misi organisasi, berusaha berdiri di atas kepentingan-kepentingan, tidak menyukai pertentangan yang merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, berusaha mempertemukan pertentangan.

Tipe-tipe Pemimpin Berdasarkan Kekuasaan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

· Autoraic leader, ialah tipe pemimpin yang menggantungkan terutama pada kekuasaan formalnya, organisasi dipandang sebagai milik pribadi, mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, hak dan wewenang adalah milik pribadi. Leadership adalah hak pribadi, bawahan adalah alat, ia harus mengikuti saja, tidak memberi kesempatan kepada bawahan untuk ikut mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, tidak mau menerima kritik, saran atau pendapat, tidak mau berunding dengan bawahan, keputusan diambil sendiri, memusatkan kekuasaan untuk mengambil keputusan, mempergunakan intimidasi, paksaan atau kekuatan dan mengagungkan diri.

· Partcipative leader, juga disebut pemimpin yang demokratis, ialah tipe pemimpin yang memandang manusia adalah manusia yang termulia, memimpin dengan persuasi dan memberikan contoh, memperhatikan perasaan pengikut, mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi pengikut, mengutamakan kepentingan organisasi dan kepentingan pengikut, senang menerima saran, pendapat atau kritik, menerima partisipasi informil dari kelompok, memanfatkan pendapat-pendapat kelompok, menunggu persetujuan kelompok, menunggu persetujuan kelompok, berunding dengan pengikut, mengutamakan kerja sama, mendesentralisasikan wewenang, memberikan kebebasan untuk bawahan untuk bertindak, menstimulir inisiatif, mendorong partisipasi pengikut dalam pengambilan keputusan, memberikan informasi yang luas kepada pengikut, membuat pengikut lebih sukses.

· Free rein leader, disebut juga pemimpin yang liberal, ialah tipe pemimpin yang menghindari kekuasaan, tergantung pada kelompok anggota, kelompok memotivasikan diri sendiri, hanya bertindak sebagai perantara dengan dunia luar untuk menyajikan informasi kepada kelompok, tidak berhasil memahami sumbangan management, tidak dapat memahami peranan motivasi yang diberikan dan melakukan pengendalian yang minimal.

Tipe-Tipe Pemimpin Berdasarkan Orientasi Pemimpin, terdiri dari dua golongan pemimpin, yaitu pemimpin yang berorientasi pada pengikut atau pegawai, dan pemimpin yang berorientasi pada produksi.

Tipe-tipe Pemimpin Berdasarkan Cara Memotivasi, terbagi dalam tipe pemimpin yang positif dan pemimpin yang negatif. Pemimpin yang negatif, ialah tipe pemimpin yang menekankan kepada perangsang yang bersifat negatif, misalnya ancaman, hukuman dan lain-lain. Sedangkan tipe pemimpin yang positif, ialah pemimpin yang dalam memotivasikan pengikutnya menekankan pada pemberian hadiah.

Tipe-tipe Pemimpin Berdasarkan Segi Landasan yang Dipergunakan Untuk Mempengaruhi Pengikut. Dari segi landasan yang dipergunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi pengikut, dapat diklasifikasikan pemimpin dalam 3 kategori sebagai berikut:

· Pemimpin tradisional, berusaha mempengaruhi pengikutnya berdasarkan tradisi yang ada.

· Pemimpin yang kharismatik, mempergunakan kharismanya (kesaktian, kekuatan gaib)

· Pemimpin rasional, kadang-kadang disebut pemimpin birokratis oleh karena pemimpin tipe ini biasanya terdapat di dalam organisasi birokratis, mempergunakan rasio untuk mempengaruhi pengikutnya.

Tipe-tipe Pemimpin Berdasarkan Kepribadiannya, terdiri dari 6 macam sebagai berikut:

· Tipe ekonomis, tipe yang perhatiannya dicurahkan kepada segala sesuatu yang bermanfaat dan praktis.

· Tipe aesthetis, yaitu tipe yang berpendapat bahwa nilai yang tertinggi terletak pada harmoni dan individualitas.

· Tipe teoritis, yaitu tipe yang perhatian utamanya ialah menemukan kebenaran hanya untuk mencapai kebenaran, perbedaan dan rasionalitas.

· Tipe sosial, yakni tipe pecinta orang lain, tujuan akhirnya adalah orang lain. Berhubungan dengan sifatnya yang ramah tamah, simpatik, dan tidak mementingkan diri sendiri.

· Tipe politis, yaitu tipe yang perhatian utamanya diarahkan kepada kekuasaan, menginginkan kekuasaan perseorangan, pengaruh dan reputasi.

· Tipe religious, yaitu tipe yang berpendapat bahwa bahwa nilai yang tertinggi ialah pengalaman yang memberikan kepuasan tertinggi dalam kehidupan spritual dan bersifat mutlak.

III. PENUTUP

Pengetahuan tentang perbedaan pengertian istilah pimpin dengan tambahan imbuhan mampu memposisikan diri pemimpin dalam menempatkan wilayah wewenangnya dalam menjalankan tugasnya. 

Pengetahuan tentang teori sumber kemampuan kepemimpinan dibutuhkan untuk mengetahui kualitas diri, kapan dan dalam hal apa kita bisa menjadi pemimpin atau hanya mampu sebagai pengukut saja.

Pengetahuan tentang tipologi kepemimpinan merupakan alat deteksi diri dalam menjalankan kepemimpinan. Pemimpin bisa memilih tipe yang baik tehadap kondisi yang dihadapi berkaitan dengan bawahan/pengikut dan situasi dimana kepemimpinan itu dijalankan sehingga terjadi stabilisasi, harmonisasi dan pencapaian tujuan. 
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NETWORKING ANTAR WILAYAH : 
SOLUSI PEMBANGUNAN DAERAH 

DALAM ERA DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Budiman

Abstrak

Setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan masing-masing. Daerah harus berpikir strategis untuk meningkatkan nilai keunggulan daerahnya dengan mengandalkan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, baik itu dari segi pendanaan, infrastruktur, teknologi, maupun sumber daya manusianya. Melalui UU No.32 tahun 2004 pemerintah pusat telah mengamanatkan pentingnya networking. Belajar dari pengalaman Jepang, pemerintah daerah bisa melakukan networking pembiayaan operasional kegiatan pembangunan dan bisa mengambil keuntungan bersama dari hasil networking tersebut.

Keywords : Networking, sharing of burdens, sharing of benefits
I. PENDAHULUAN

Dengan penetapan UU No 22/1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dan menghasilkan UU No 32/2004, menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki babak baru menuju ke arah proses desentralisasi & otonomi daerah. Dalam perkembangannya, muncul dinamika di mana setiap daerah berlomba-lomba membangun daerahnya. Koordinasi dengan pemerintah propinsi tidak jalan, demikian pula halnya dengan daerah tetangga.  Dinamika tersebut mengakibatkan ego sektoral dari setiap daerah muncul. Pemerintah daerah disibukkan proyek pembangunan daerahnya masing-masing. Daerah yang sumber daya alamnya melimpah dengan mudahnya melakukan kegiatan pembangunan, sementara daerah yang miskin sumber daya alam hanya menggantungkan harapan pada Dana Alokasi Umum dari pusat dan memperbanyak sumber pendapatan melalui pungutan-pungutan yang diberi label pajak. 

Beberapa  daerah mengakui bahwasannya daerah mereka memiliki keterbatasan kapasitas dalam berbagai hal, kondisi ini didasari berdampak pada lambatnya pembangunan bahkan tidak tercapainya tujuan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut mau tidak mau daerah harus berpikir strategis untuk meningkatkan nilai keunggulan daerahnya dengan mengandalkan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, baik itu dari segi pendanaan, infrastruktur, teknologi, maupun sumber daya manusianya. Belum lagi permasalahan internal wilayah, berupa primordialisme alih-alih dapat bersaing justru memperburuk kondisi pembangunan wilayah dikarenakan daerah satu dengan daerah lain tidak mampu bersinergis secara positif di dalam membangun keunggulan bersama yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Fenomena tersebut bisa mengakibatkan kesatuan wilayah kita bisa terpecah-pecah dan mengarah ke disintegrasi (Thres Sanctyeka, 2009).

Kekhawatiran terhadap melemahnya kohesitas serta kesatuan wilayah akibat munculnya ego sektoral setiap daerah menjadikan pemerintah membuat sebuah mekanisme penyeimbang atau penyaluran agar dampak negatif yang ditimbulkan tidak berakibat kontra produktif terhadap cita-cita dari otonomi daerah. Kesadaran terhadap berkembangnya dampak negatif ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan mengamanatkan pengaturan tentang networking melalui sebuah kerjasama antar daerah, yaitu UU No 32 tahun 2004 dan tiga tahun kemudian lahirlah aturan dibawahnya setingkat PP No 50 thn 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah. Dan pada tahun 2009 mendagri mengeluarkan petunjuk teknisnya yang merupakan deviasi dari PP No 50 thn 2007, yaitu permendagri 22/2009 tentang petunjuk teknis kerjasama daerah serta Permendagri 23/2009 tentang pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah. Semua regulasi tersebut bertujuan sebagai payung hukum sebagai dasar gerak pemerintah daerah di dalam melakukan kerjasama dengan daerah lain. 

II. PEMBAHASAN

A. Pentingnya Networking Antar Wilayah

Networking merupakan suatu kemampuan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya maupun dengan pihak lain, dalam rangka memanfaatkan “keunggulan komparatif/keunggulan kompetitif” yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga terbentuk suatu kerjasama dan saling ketergantungan antar wilayah yang bersifat positif dan saling memperkuat (Yudhoyono, 2002). UU 32 tahun 2004 seperti telah diuraikan sebelumnya mengamanatkan kerjasama antar pemerintah satu dengan pemerintah daerah lain. Secara terminology UU No. 32/2004, PP No 50/2007, Permendagri No. 22/2009 menggunakan istilah kerjasama antar daerah yang definisinya adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Kerjasama tentu berdasarkan network antar Wilayah yang bersangkutan. 

Sehubungan dengan otonomi daerah, network antara pemerintah dan swasta/masyarakat, network antara wilayah, dan network antara kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, makin penting untuk melancarkan upaya pembangunan daerah yang berdasar pada inisiatif lokal. Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia mempunyai keunggulan dan kekurangan. Sejak bergulirnya era otonomi daerah, rata-rata kepala daerah ingin membuat semua kegiatan di daerahnya masing-masing.  Karena ingin mendapat bagian dari proyek apapun sebanyak-banyaknya, biarpun proyek tersebut tidak cocok didaerahnya. Jika kabupaten A menerima proyek, kabupaten tetangga B juga minta untuk mendapat proyek tersebut. Karena tidak ada koordinasi antara kabupaten A dan kabupaten B, maka fungsi proyek sebagai pilot project tidak dimanfaatkan semestinya. Akhirnya, proyek yang sama akan dilaksanakan setiap kabupaten/kota secara rata, tanpa saling bertukar informasi tentang proyek tersebut. Hal seperti ini sama sekali tidak efisien.  Dengan Networking daerah dapat saling memanfaatkan sumber daya yang berada di daerah masing-masing. Networking sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan manajemen pembangunan di Indonesia. Berbagai macam network perlu dibentuk diberbagai tingkat baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun pribadi untuk merubah pola pembangunan.

Yudhoyono (2008), menjelaskan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari networking antar wilayah , yaitu: 

1. Sharing of experiences. Dengan Networking maka masing-masing daerah akan dapat berbagi pengalaman masing-masing untuk dapat dimanfaatkan oleh daerah lainnya. Dengan demikian, suatu daerah tidak perlu mengalami suatu kesulitan/kesalahan yang telah dialami oleh daerah lainnya pada saat melaksanakan kegiatan tertentu yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan; sebaliknya, belajar dari pengalaman daerah lain tersebut, dan justru dapat langsung mengembangkan pada tahap berikutnya.

2. Sharing of benefits. Dengan Networking dalam membudidayakan suatu potensi yang sama-sama dimiliki oleh dua/lebih daerah, maka keuntungan bersama jelas akan dinikmati oleh masing-masing daerah secara proporsional.

3. Sharing of burdens. Analog dengan prinsip sharing of benefits tersebut di atas, biaya operasional dalam usaha bersama tentunya juga akan dipikul secara bersama oleh masing-masing daerah dimaksud secara proporsional.

Selain manfaat tersebut di atas, daerah yang melakukan networking akan mendapatkan keuntungan : 1) Secara alamiah akan dapat membentuk kekuatan yang lebih besar sehingga kekuatan masing-masing daerah dapat disinergikan untuk hadapi ancaman lingkungan, sosial, ekonomi, budaya maupun politik, 2) Secara bersama-sama meraih kemajuan yang lebih baik secara bersama. Ini dikarenakan dengan kerjasama, masing-masing daerah dapat saling mentransfer sumberdaya baik berupa pendanaan, SDM (kepandaian, ketrampilan, informasi), SDA, 3) Daerah  memiliki posisi tawar yang lebih baik, dibandingkan ketika mereka berjalan sendiri-sendiri. Sehingga daerah memiliki kekuatan di dalam menegosiasikan kepentingannya baik itu pada struktur pemerintahan yang lebih tinggi maupun kepada lembaga berbadan hukum dari dalam maupun luar negeri, 4) Mampu meminimalisir konflik horizontal maupun konflik yang disebabkan kompetisi antar wilayah yang mengedepankan primordialisme, 5) Melakukan sinergi dan komplementasi: penyediaan pelayanan publik bersama, kerjasama lintas pemasaran, dan 6) Dapat melakukan efisiensi sumber daya dengan menghindari duplikasi pelayanan (Thres Sanctyeka, 2009).

B. Pengalaman Networking Antar Wilayah di Jepang 

Jepang termasuk negara yang telah menerapkan pola Networking dalam pembangunan daerah yang ada di negaranya. Penerapan Networking sudah dimulai sejak Zaman Meiji berkuasa. Kazuhisa (2000), dalam makalahnya memaparkan pengalaman Networking antar wilayah di Jepang. Beberapa pengalaman Networking antar Wilayah di Jepang dijelaskan secara singkat di bawah ini.

1. Koperasi Pemerintah Daerah dan Dewan Kerjasama: Administrasi wilayah (termasuk beberapa kabupaten/kota) telah dilaksanakan di Jepang sejak zaman Meiji dengan bentuk “koperasi pemerintah daerah/pemda”. Anggota koperasi pemda adalah pemda-pemda yang bersangkutan untuk melakukan pengelolaan bersama  jika ini lebih efisien dibandingkan pengelolaan oleh pemda masing-masing. Ada juga pembentukaan Dewan Kerjasama untuk pengelolaan bersama, untuk peningkatan komunikasi, atau untuk penentuan perencanaan wilayah terpadu.

2. Penyerahan (trust) Tugas: selain pengelolaan bersama dengan bentuk koperasi pemda atau Dewan Kerjasama, ada juga penyerahan suatu tugas administrasi kepada pemda tetangga. Misalnya, pemda A bisa menugaskan urusan anak sekolah daerah A yang bermukim di wilayah perbatasan antara daerah A dan daerah B kepada pemda B jika ini lebih efektif.

3. Penyediaan Aparat Bersama: di Jepang, biasanya beberapa pemda bersama-sama menandatangani perjanjian untuk menyediakan aparat pemadam kebakaran, aparat pencegah bencana alam, atau aparat pencegah penyakit. Jika ada kebakaran besar di daerah A, aparat pemadam kebakaran dari B dan daerah C juga ikut berupaya memadamkan api di daerah A.

4. Pemanfaatan Fasilitas Bersama: selain itu fasilitas pemda A misalnya gedung pertemuan yang bagus bisa digunakan oleh warga daerah B dan daerah C karena Pemda A telah membuat perjanjian dengan pemda B dan C

5. Badan Pembangunan Wilayah Bersama: Badan ini dibuat oleh beberapa pemda yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan wilayah secara terpadu. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut diserahkan kepada badan ini oleh pemda masing-masing.

6. Dana Pembangunan Wilayah Bersama: Pemerintah Jepang menentukan suatu wilayah yang berpotensi untuk berkembang secara mandiri sebagai wilayah potensial dan menyiapkan dana terhadap koperasi pemda (atau semacam lembaga gabungan pemda). Dananya (sebesar 1 milyar yen untuk satu wilayah) bisa dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan pembangunan wilayah bersama yang telah dibuat. Dana tersebut bisa berputar dan labanya akan dimanfaatkan untuk kegiatan promosi pariwisata bersama, kegiatan peningkatan SDM bersama, kegiatan pelestarian kebudayaan asli bersama, kegiatan pertukaran antar wilayah bersama dan sebagainya. 

C. Contoh-contoh Networking antar Wilayah di Jepang

Atas keinginan atau inisiatif pemerintah daerah masing-masing di Jepang, Kazuhisa (2000) memaparkan bahwa hampir seluruh pemda mencoba berbagai upaya untuk membangkitkan daerah masing-masing. Pemda yang merasa tidak memiliki lagi potensi setempat mencoba melihat peluang yang ada di luar daerahnya dan mulai berpikir hubungan dan kerjasama antar wilayah. Meskipun potensi daerahnya cukup, pemda merasa perlu masukan atau pikiran baru lewat kontak dengan daerah luar. Upaya ini sesuai dengan perubahan kerangka sosio-ekonomi saat ini yang menuju masyarakat yang lebih mementingkan informasi dan network. Pemda tidak harus membuat atau melakukan sendiri lagi, tetapi pemda lebih baik membuat hubungan atau network yang lebih fleksibel dan lebih lunak. Lebih lanjut, Kazuhisa (2000) memberikan contoh kerjasama antar wilayah di Jepang.

Contoh 1. Pembuatan papan tanda promosi pariwisata: Koperasi 6 pemda di propinsi Aomori memasang 20 buah papan bersama-sama di dalam 6 desa. Koperasi 6 pemda ini dibentuk pada tahun 1991 dan memanfaatkan dana pembangunan wilayah bersama untuk pemasangan papan tanda promosi tersebut. 

Contoh 2. Peraturan daerah bersama tentang penataan keindahan lingkungan: 12 pemda di Kecamatan Aso, propinsi Kumamoto, menetapkan bersama-sama peraturan daerah bersama tentang  Penataan Keindahan Lingkungan pada tahun 1994 untuk mempertahankan dan melestarikan keindahan pemandangan wilayah  pegunungan Aso. Isinya; (1) Masyarakat setempat atau wisatawan dilarang membuang sampah di taman, jalan, sungai, hutan, dan halaman, (2) Pemilik tanah atau bangunan wajib berusaha menghindari pembuangan sampah dan melestarikan lingkungan, dan (3) Penempatan mesin penjualan minuman kaleng otomatis harus dilengkapi dengan tempat sampahnya. Memang tidak disebutkan sanksi terhadap para pelanggar, namun para pelanggar bisa diumumkan lewat berita umum pemda setempat.
Contoh 3. Pertukaran informasi acara pemda: 4 desa di Kecamatan Uwa Timur, Propinsi Ehime, saling memberitakan acara 4 desa ini secara bersama-sama di dalam berita pemda masing-masing yang disebarkan kepada semua warga desa-desanya. Sebelumnya, antar 4 desa ini tidak ada komunikasi yang baik. Sesudah pertukaran informasi acara tersebut, warga desa A mencoba mengikuti acara warga desa B dan mereka mulai memperhatikan informasi yang berguna dari luar desa mereka masing-masing. Warga desa mendapat banyak masukan untuk membangkitkan desa masing-masing dengan pertukaran informasi ini. Pertukaran informasi ini secara alami menghasilkan kerjasama 4 desa untuk membuat berita pemda masing-masing. 

Contoh 4. Pembangunan bersama gedung kesenian: Pemda Kota Otawara dan pemda desa NasuNo Barat di Propinsi Tochigi bersama-sama membangun Gedung Kesenian NasuNo di wilayah perbatasan antara kedua daerah tersebut. Pembangunan fasilitas kebudayaan oleh kedua pemda tersebut merupakan pertama kali di Jepang. Awalnya, walikota Otawara menawarkan kepada kades Nasuno Barat untuk membangun gedung kesenian bersama-sama. Tujuannya untuk menghemat beban biaya konstruksi dan membuat fasilitas yang  jauh lebih bagus daripada yang dibangun oleh satu pemda sendiri. Pemda Kota Kuroiso yang tetangga sudah membuat gedung kesenian serupa dengan biaya sendiri-sendiri, namun pemanfaatannya kurang. Maka dengan dibangun bersama-sama, pemanfaatan gedung kesenian tersebut diharapkan meningkat. Namun proses pembangunan ini sering menemui jalan buntu. Desa NasuNo Barat keberatan karena kondisi keuangan tidak mendukung. Akhirnya pemda kota Otawara menawarkan agar dia menanggung sementara bagian biaya konstruksi yang mestinya ditanggung oleh desa NasuNo Barat kepada kota Otawara selama sepuluh tahun. 

Contoh 5. Pertukaran persahabatan antara wilayah yang jauh: Wilayah Mogami di Propinsi Yamagata, Jepang Utara, dan wilayah Okinawa Tengah di Propinsi Okinawa, Jepang Selatan, mulai melakukan pertukaran persahabatan di berbagai bidang. Kedua wilayah ini sangat jauh berbeda dari segi sejarah, kondisi alam, maupun latar belakang sosial ekonomi. Saat ini kedua wilayah melaksanakan pertukaran anak-anak. Anak-anak wilayah Mogami dikirim ke wilayah Okinawa Tengah pada musim gugur dan sebaliknya anak-anak wilayah Okinawa Tengah dikirim ke wilayah Mogami pada musim salju. Selain itu, ada pesta hasil komoditi asli di wilayah Mogami yang menjual komoditi yang berasal dari wilayah Okinawa Tengah pada bulan Oktober dan pesta serupa di wilayah Okinawa Tengah yang menjual juga komoditi yang berasal dari wilayah Mogami. Pesta ini mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat kedua wilayah. Menurut seorang professor, perubahan pikiran harus dilaksanakan dengan kontak kebudayaan yang  jauh berbeda untuk mendapatkan pemikiran baru yang diperlukan untuk kebangkitan wilayah. 
Contoh 6. Sistem penyediaan praktek rumah sakit darurat bersama. Biasanya, rumah sakit atau praktek dokter di Jepang tutup pada hari Minggu dan hari libur lainnya. 1 dan 4 desa di wilayah Katsuragi, Propinsi Nara, membuat koperasi praktek rumah sakit darurat untuk hari libur pada tahun 1978. Dengan pembentukan koperasi ini, warga di 1 kota 4 desa tersebut bisa menikmati praktek darurat pada hari libur. 
Contoh 7. Penertiban tabloid berita bersama: 20 kota/desa di kedua propinsi (Propinsi Tochigi dan Propinsi Gunma) membentuk Dewan Kerjasama Ryomo. Dewan ini menerbitkan Tabloid Berita (sekitar 80 halaman) dan menyebarkan ke semua warga masyarakat yang berada di 20 kota/desa dan warga Tokyo dan sekitarnya. Biarpun terbagi atas dua propinsi, 20 kota/ desa sudah lama bekerjasama di bidang ekonomi. Kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi sudah terpadu di antara 20 kota/desa, namun pertukaran informasi wilayahnya agak kurang. Maka Dewan Kerjasama Ryomo mencoba menerbitkan tabloid tersebut. Biaya penerbitan ini diambil dari penerimaan iklan dan staf tabloid berusaha mencari klien dengan iklan sendiri. Pergaulan antara daerah bisa mulai dari berbagai kesempatan. Seluruh desa bernama Yamada di Jepang dikumpulkan di satu tempat dan mengadakan acara “KTT Desa Yamada”. Mereka mulai bergaul dan membuat network hanya karena namanya sama-sama Yamada. Ada juga yang memulai melakukan network atas dasar hubungan sejarah, hubungan kebudayaan, atau hubungan tokoh nasional.  Beberapa pengalaman dan contoh networking di negara Jepang bisa kita jadikan dasar untuk melakukan kegiatan networking di Indonesia secara umum dan di Kalimantan Timur secara khusus tanpa meninggalkan amanat dari undang-undang kita.

D. Potensi Networking Antar Wilayah di Propinsi Kalimantan Timur

Sangat menarik mencermati berbagai fenomena pembangunan beberapa daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Pembangunan daerah di Kalimantan Timur memiliki dinamika hampir mirip dengan pembangunan daerah di propinsi lain di Indonesia. Di awal bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi muncul fenomena ego sektoral daerah yang sangat tinggi dalam pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah berlomba-lomba membangun daerahnya sendiri, hal tersebut mengakibatkan banyak proyek pembangunan terkatung-katung, tidak mempunyai nilai manfaat bagi daerah, dan menjadi beban bagi daerah.

Kasus rencana pembangunan bandara di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara bisa dijadikan contoh. Kota Samarinda sebagai ibukota propinsi membuat perencanaan pembangunan sebuah bandara (saat ini dalam proses). Selama ini, masayarakat yang ingin ke Samarinda melalui jalur penerbangan harus lewat Balikpapan (jarak tempuh 3 jam perjalanan). Dari segi bisnis dan waktu sangatlah merugikan. Akhirnya, Pemerintah Kota Samarinda berinisiatif membuat proyek pembangunan  bandara Samarinda Baru di Sei Siring. Sementara itu, Kabupaten  Kutai Kartanegara (daerah tetangga Samarinda/hanya berjarak 1 jam perjalanan) karena merasa mampu dari segi pembiayaan membuat juga perencanaan perencanaan pembuatan bandara yang akan diberi nama Bandara Sultan Kutai Berjaya. Sampai sekarang kedua proyek tersebut belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Pemerintah Kota Samarinda kesulitan dalam hal pembiayaan, sementara pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bermasalah dalam pembebasan lahan. 

Permasalahan lain juga muncul dalam proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Ada perbedaan persepsi antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penentuan lokasi pembangunan jembatan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memproyeksikan pembangunan jembatan dari Pantai Nipahnipah Penajam  ke Pantai Melawai Kota Balikpapan. Sementara pihak propinsi memproyeksikan pembangunan jembatan dari Pulau Balang ke Balikpapan.  Pembangunan jembatan Pulau Balang rencananya pemerintah provinsi Kalimantan Timur akan memilih pinjaman lunak luar negeri untuk membiayai proyek tersebut. Pinjaman lunak tersebut nilainya setara 350 juta dolar Amerika atau 3,2 triliun (Kaltim Post, 2010). Selain itu untuk proyek yang sama dengan tujuan menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan, pihak pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menggandeng PT Haskon dalam pembiayaan dan pengerjaannya. Pembangunan jembatan dengan tujuan yang sama bisa jadi mengakibatkan salah satu diantaranya tidak efektif dalam penggunaannya. Para pengguna jembatan pasti nantinya lebih memilih jalur yang lebih dekat apabila mereka ingin menuju Penajam Paser Utara atau sebaliknya ke Balikpapan. Belum lagi persoalan yang bisa timbul dalam proses pengerjaannya nanti (biaya bisa membengkak).

 Mencermati persoalan di atas, ada baiknya dalam pembangunan bandara di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan upaya networking. Demikian pula dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Dalam pembangunan bandara dan jembatan, daerah yang terkait bisa mencontoh pengalaman networking di Jepang, yakni dengan melakukan sharinf of burdens (biaya operasional dipikul secara bersama) dan sharing of benefits (keuntungan diambil bersama). Karena jarak Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah dekat, maka pembangunan bandara bisa dioptimalkan di Kota Samarinda saja. Apalagi pembangunan bandara di Samarinda yang sudah mulai pengerjaannya (masih-masih terkatung-katung karena persoalan biaya), sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada pengerjaan sama sekali. Kedua daerah di bawah koordinasi pemerintah propinsi, atau ketiga-tiganya yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa mengupayakan networking dalam pembiayaan operasionasinal pembangunan bandara tersebut dan keuntungannya nanti bisa juga diambil bersama. Permasalahan pembangunan jembatanpun demikian, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa berkoordinasi dan melakukan networking dengan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan serta dunia usaha (investor) baik itu penentuan lokasi maupun pembiayaannya.

Selain bentuk networking dalam kegiatan pembangunan di atas, di Provinsi Kalimantan Timur bisa pula dilakukan bentuk networking yang secara nyata dan segera dapat dikembangkan antara lain: keterkaitan fungsional dengan daerah tetangga, manajemen dan pengelolaan SDA (hutan lindung, Daerah Aliran Sungai), pengelolaan potensi ekonomi yang prospektif, fasilitas kerjasama kelompok usaha, komoditas, bantuan dan dukungan lembaga donor.

III. PENUTUP 
Keunggulan masing-masing daerah, termasuk yang sangat jauh berbeda dengan daerah lain, adalah potensi networking antar wilayah yang nyata dan perlu diperhatikan. Masing-masing daerah perlu memperkuat institusi lokal masing-masing sambil tetap belajar dari kelebihan-kelebihan masyarakat dari daerah lain. Kepentingan networking antar wilayah tidak hanya untuk mencegah ego-ego sektoral daerah muncul. Dengan melakukan kegiatan networking daerah bisa mempercepat pembangunan daerahnya. Suatu hal yang berat untuk dilakukan sendiri, akan lebih mudah apabila dilakukan secara bersama-sama. Kekurangan daerah yang satu akan tertutupi oleh keunggulan daerah lain. Selain itu, hasil dari networking yang ada akan bisa dinikmati bersama pula. Untuk menuju proses desentralisasi dan otonomi daerah, tidak ada pilihan kecuali memperbanyak networking antar wilayah. 
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REFORMASI BIROKRASI 
SEBAGAI SYARAT PEMBERANTASAN KKN

Jamiah

Abstrak

Dalam kehidupan berbagai negara bangsa di berbagai belahan dunia, birokrasi berkembang merupakan wahana utama dalam penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan dalam hubungan antara bangsa. Disamping melakukan pengelelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam kebijakan publik, dan befungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional. Sebab itu disadari bahwa birokrasi  merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintah, temasuk dalam dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dalam keseluruhan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good government)
Keyword : Birokrasi, KKN
I. PENDAHULUAN 

Pengalaman bangsa kita dan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut  secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Keberhasilan birokrasi dalam pemberantasan KKN juga ditentukan oleh banyak faktor  lainnya. Di antaranya faktor-faktor tersebut yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan reformasi birokrasi komitmen, kompetensi dan konsistensi semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan negara baik unsur aparatur negara maupun warga negara dalam mewujudkan clean government dan good government, serta dalam mengaktualisasikan dan membumikan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara kita, sesuai posisi dan peran masing-masiang dalam negara dan bermasyarakat bangsa.

II. PERMASALAHAN

Tuntutan akan reformasi adalah merupakan hal mutlak untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan oleh aparatur birokrasi.

III. PEMBAHASAN

Birokrasi merupakan faktor  atau pun aktor utama baik dalam terjadinya KKN maupun dalam upaya pencegahan ataupun pemberantasan KKN; meskipun kita mengetahui bahwa masalah KKN bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi, tetapi juga berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Dalam hubungan refomasi birokrasi ini sekalipun secara konseptual kita dapat membatasi masalah KKN dalam lingkup urusan-urusan publik yang ditangani birokrasi, namun secara  aktual interaksi birokrasi dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha merupakan suatu keniscayaan. Dalam hubungan interaks dengan publik utamanya dalam pelayanan publik, dunia usaha, dan masyarakat, dengan jenjang yang panjang dan menyeluruh.  

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (clean government) dan kepemeritahan yang baik (good government) adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalm pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efesiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan. Undang-undang telah ditetapkan oleh DPR dan diundangkan oleh pemerintah, dan berbagai kebijakan publik yang dituangkan dalam berbagai bentuk aturan perundang-undangan yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan, akan dapat dikelola secara efektif oleh pemerintah apabila terdapat birokrasi yang sehat dan kuat yaitu birokrasi yang profesional, netral terbuka, demokratis, mandiri serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melakssanakan tugas dan dipertanggungjawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara, dalam mengembang misi perjuangan bangsa  mewujudkan cita-cta dan tujuan bernegara.   

Birokrasi sesuai dengan kedudukannya dalam sistem administrasi negara (baca: dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bangsa), dan sesuai pula dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, akan menguasai pengetahuan dan informasi serta dukungan sumber daya yang tidak dimiliki pihak lain. Dengan posisi dan kemampuan sangat besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga yang mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik,  serta dalam evaluasi kinerjanya. Dalam posisi yang strategik seperti itu, adalah logis apabila pada setiap perkembangan politik, selalu terdapat kemungkinan dan upaya menarik birokrasi pada partai tertentu; birokrasi dimanfaatkan untuk mencapai, mempertahankan, ataupun memperkuat kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak penguasa. Kalau Perilaku birokrasi berkembang dalam  pengaruh politik seperti itu dan menjadi tidak netral, maka birokrasi birokrasi yang seharusnya mengemban misi menegakkan kualitas, efesien dan efektivitas pelayanan secara netra dan optimal kepada masyarakat, besar kemungkinan akan berorientasi pada kepentingan partai atau partai-partai; sehingga terjadi pergeseran keberpihakan dari ”kepentingan publik” kepada pengabdian pada pihak penguasa atau partai-partai yang berkuasa. Dalam kondisi  seperti itu, KKN akan tumbuh dan brokrasi akan kehiangan jati dirinya, dari pengeban misi perjuangan negara bangsa, menjadi partisipan kelompok kepentingan yang sempit.

Birokrasi yang sakit seperti itu akan menjadi corong dan memberikan kontribusi pada pengasa. Semangat keberpihakannya banyak diarahkan pada kepentingan segelintir orang atau pun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat; bekerja dengan lamban tidak akurat, terbelit-belit, dan sudah barang tentu tidak efesien serta memeratkan masyarakat. Sebaliknya birokrasi yang tertentu kuat dengan kemampuan profesional yang tinggi tapi tanpa etika dan integritas pengabdian, akan cenderung menjadi tidak konsisten, bahkan arogan, sulit dikontrol, masyarakat menjadi serba bergantung pada birokrasi. Dalam perkembangan birokrasi seperti ini juga akan memberikan dampak negatif  bagi pengembangan  inisiatif masyarakat, dan sudah barang tentu tidak efesien serta sangat memberatkan masyarakat. Namun pada sisi yang berseberangan hal tersebut telah sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu yang jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Sejarah Indonesia menunjukkan, birokrasi yang tidak netral telah turut membawa bangsa Indoneia pada jurang kekecauan politik; dan birokrasi yag tidak netral selalu tumbuh bersama dengan kekuatan dan kepentingan politik atau golongan tertentu, selalu terjebak pada godaan KKN, dan akhirnya juga membawa negara kita kepada kehancuran ekonomi. Hal semacam itu telah terjadi pada setiap ”rezim pemerintahan”, dengan akibat dan dampak yang serupa berupa kelemahan bangunan kelembagaan hukum, dan kehancuran kehidupan ekonomi, politik dan sosial.

Reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya dirancang sebagai birokrasi yang rasional dengan pendekatan strutural-hirarkhi (tradisi weberian). Pendekatan Weberian dalam penataan kelembagaan yang berlangsung dalam pendayagunaan aparatur negara hingga dewasa ini, secara klasikal menegaskan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efetivitas dan produktivitas melalui pembagian kerja hirarkhi dan horisontal yang seimbang, diukur dengan rasio atau volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya, disertai tata kerja yang formalistik dengan pengawasan yang ketat. Dalam pertumbuhannya, birokrasi di Indonesia berkembang secara vertikal linier,dalam arti arah kebijakan dan perintah dari atas kebawa dan pertanggugjawaban berjalan dari bawah keatas. Demikian pula loyalitasnya karenanya koordinsi lintas lembaga pada umumnya dilakukan secara formal sulit dilakukan. Birokrasi di Indonesia masih dipengaruhi sikap budaya ”feodalistik’, tertutup, sentralistik serta ditandai pula dengan arogansi kekuasaan, tidak atau kurang senang dengan kritik, sulit  dikontrol secara efektif, sehingga merupakan lahan subur bagi tumbuhnya KKN ataupun neo-KKN. Dalam kondisi seperti itu sulit bagi Indonesia untuk menghadirkan clean government dan good government.                 

Berbagai fenomena di atas mengungkapkan perlunya pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan sistimatis sebagai bagian dari pembangunan Sistem Administrasi Negara Kesatuan, Republik Indonesia (SANKRI). Dalam konteks SANKRI, reformasi birokrasi yang dilakukan harus beranjak pada amanat konstitusi NKRI, memperhatikan tantangan lingkungan strategi kinternal dan eksternal yang dihadapi, mencakup keseluruhan unsur sistem administrasi negara dan birokrasi secara tepat,sesuai dengan tantangan lingkungan strategik (internal dan eksternal) yang dihadapi dan bertitik berat pada peningkatan ”daya guna,hasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN” disertai pula upaya-upaya perubahan perilaku secara mantap. Dengan demikian,tuntutan akan reformasi birokrasi mengandug makna perlunya langkah-langkah pendayagunaan bukan saja: (a) terhadap sistem birokrasi dan birokrat, tetapi juga, (b) langkah-langkah serupa pada berbagai institusi dan individu diluar birokrasi, baik publik maupun privat, termasuk lembaga-lembaga negara dan berbagai lembaga yang berkembang dalam masyarakat, beserta segenap personilnya; dan (c) semuanya itu dilakukan secara sinergis dengan semangat ”mengemban perjuangan yang diamanatkan konstitusi dan mengindahkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

Reformasi Birokrasi dalam konteks SANKRI sepeti diatas, memerlukan strategi dan program aksi yang terarah pada proses perubahan  dan pencapaian sasaran yang pada pokoknya meliputi: (a) aktualisasi tata nilai,yang melandasi dan menjadi acuan perilaku sistem dan proses administrasi negara dan birokrasi yang terarah secara pada pencapaian tujuan bangsa dan bernegara, (b) struktur (tatanan kelembagaan negara dan masyarakat pada setiap satuan wilayah), (c) proses ( manajemen dalam keseluruhan fungsinya, dalam dinamika kegiatan dan entitas publik dan privat dan (d) sumber daya aparatur yang berada dalam struktur dengan posisi hak dan kewajiban dan tanggung jawab tertentu. Semua itu dikembangkan dalam rangka mengemban perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI, terwujudnya kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN. 

Selanjutnya, reformasi birokrasi dalam konteks pembangunan sistem administrasi negara tersebut, baik di pusat maupun di daerah, perlu memperhatikan aktualisasi nilai prinsip-prinsip berikut :

Pertama,   demokrasi dan pemberdayaan. Hidupnya demokrasi dalam suatu negara bangsa, dicerminkan oleh adanya pengakuan dan penghormatan negara dalam seluruh unsur aparatur negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebassan menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggug jawabnya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dan pemberdayaan bagi mereka dalam posisi lemah secara rasional dan berkedilan. Demokrasi tidak hanya mempunyai makna dan berisikan kebebasan tetapi juga tanggug jawab; demokrasi juga mngandung tuntutan kompetensi dan bermakna kearifan dalam memikul tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan bersama, yang dilakukan berkeadaban, disertai dengan komitmen tinggi untuk menegakan kepentingan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan keadilan dan kebenaran.

Dalam hubungan itu, birokrasi dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan, tidak harus berupaya melakukan sendiri, tetapi mengarahkan, atau memilih kombinasi yang optimal antara steering dan rowing apabila langkah tersebut merupakan  cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan sosialyang maksimal. Yangjelas sesuatu yang sudah bsa dilakukan oleh masyarakat, tidakperlu dilakukan lagi olehpemerintah. Dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan,peran pemerintah dapat direinveeting antara lainmelalui : (a) pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreaivitas dan partiipasi masyarakat, (b) perluaan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan (c) pengeman program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan medayagunakan umber daya prduktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka

Kedua, Pelayanan. Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat ( a Spirit of public services) dan menjadi mitra masyarakat (co-production atau partnership). Hal tersebut memerlukan perubahan perilaku  yang antara lain dapat dilakukan melalui pembudayaan kode etik ( code o ethical conducts) yang didasarkan pada dukungan lngkungan (enabling strategy) yang diterjemahkan ke dalam standar  tingkah laku yang dapat diterima  umum, dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Pelayanan berarti pula semangat  pengabdian yag mengutamakan efesiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun yag dimanifestasikan antara lain perilaku melayani bukan dilayani”,mendorong, bukan menghambat”, mempermudah, bukan mempersulit”, sederhana bukan berbelit-belit”, terbukauntuk semua orang, bukan hanya untuk segelinti orang’. Maka administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara, yang esensinya ”melayani publik”, harus benar-benar dihayati para bagi penyelenggara pemerintahan negara. 

Ketiga, transparansi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disamping mematuh kode etik, aparatur dan sistem manajemen publik hrus mengembangan keterbukaan dan sistem akuntabilitas, bersikap terbuka dn bertnggung jawabuntuk mendorong pra pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, dan itu dilakukan sebagai bagianari pelaksanaan tanggung jawan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan negara.

Upaya permberdayaan asyarakatdan dunia usaha, peningkatan partisipasi dan kemitraan, selain (1) memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga (2) memerlukan langkahlangkah yang tegas dalammegurangiperaturn dan prosedur yang menghambat kreativitas dan produktivitas mereka, serta (3) memberi kesempatan kpada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan keterbukaan akan llebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya dan adanya keputusan-keputusan pembangunan  yang benar-benar diarahkan sesuai dengan prioritas  dan kebutuhn masyarakat, seta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspiasi dan kepentingan masyarakat. 

Keempat,. Partipasiasi. Masyarakat diikutsertakan dalam proses menghasilkan public good and services dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan, bukan semata-mata dilayani. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat, kepercayaan masyarakat harus meningkat, kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan. 

Konsep pemberdayaan juga selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh  hasil yang  diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efesien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan keswadayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (capicity building). Jangan diabaikan pula penyebaran informasi mengenai berbagai potensi dan peluang pembangunan nasional, regional dan global yang terbuka dari  daerah, serta privatisasi dalam pengelolaan usaha-usaha negara.

Kelima, kemitraan. Dalam membangun masyarakat modern dimana dunia usaha terutama usaha kecil dan menegah yang terarah pada  peningkatan mutu dan efesiensi serta produktivitas usaha amat penting, khususnya dalam pengembangan dan penguasaan teknologi dan manajemen produksi, pemasaran dan informasi. 

Keenam, desentralisasi. Desentralisasi merupakan wujud nyata dari otonomi daerah, merupakan amanat kontitusi, dan respons atas tuntutan demokratisasi dan globalisasi. Peningkatan kompetensi dan penguatan kelembagaan sangat diperlukan dalam mewujudkan format otonomi daerah tersebut, termasuk kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberin perizinan , yang tetap terarah  pada keterikatan dan pada perwujudan cita-cita dan tujuan NKRI. Perubahan-perubahan yang cepat disegala bidang pembangunan menuntut pengambilan keputusan dan pelayanan yang tidak terpusat, tetapi tersebar sesuai dengan fungsi, kewenangan  dan tanggung jawab yang di daerah.

Ketujuh, Konsistensi kebijakan,dan kapastian hukum. Tegaknya hukum yang berkeadilan secara efektif merupakan jasa pemerintahan yang terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, justru ditengah kemajemukan, merajalelahnya KKN termasuk money politics, berbagai ketidakpastian perkembangan lingkungan, dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efesiensi nasional membutuhkan penyusaian kebijakan dan perangkat perundangan-undangan, namun tidak berarti harus megabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum adanya indikator prefesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vitaldalam penyelenggaaaan pemerintahan dan pembangunan,serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbgai kebijakan pembangunan. Sebab berbagai kebijakan publik  tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum dan harus mengandung kepasian hukum.

IV. PENUTUP

Reformasi birokrasi harus merupakan bagian dari reformasi sistem dan proses, administrasi negara. Dalam konteks SANKRI, reformasi administrasi negara dalam birokrasi didalamnya pada hakikinya merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi. Dalam hubungan itu, reformasi birokrasi juga merupakan jawaban atas tuntutan akan tegaknya aparatur pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab, bersih dan bebas dari KKN memerlukan pendekatan dan dukungan sistem administrasi negara yang mengindahkan nilai dan prinsip good government, dan sumber daya aparatur negara (pejabat politik, dan karier) yang memiliki integritas ,kompetensi, dan konsistensi dalam menarapkan  prinsip-prinsip tersebut, baik dalam jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Selain dari unsur aparatur negara tersebut, untuk mewujudkan good government dibutuhkan juga komitmen dan konsistensi dari semua pihak, aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, prefesionaitas, etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam rangka itu, diperlukan pula perubahan perilaku yang sesuai dengan dimensi-dimensi nilai SANKRi, penegakan hukum yang efektif (effectivelaw enforcement), serta pengembangan dan penerapan sistem dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau perannya yang sebenarnya selaku ”pelayan publik” (publik servent), diperlukan kemampuan  dan kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang mencakup perubahan perilaku yang mengedepankan netralitas, prefesionalitas, demokratis, transparan dan mandiri, disertai perbaikan semangat kerja, cara kerja, dan kinerja terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik, serta komitmen dan pemberdayaan akuntabilitas instansi pemerintah. Untuk memperbaiki cara  kerja birokrasi diperlukan birokrasi yang berorientasi pada hasil. Disinilah peran akuntabilitas  dalam menyatukan persepsi anggota organisasi yang beragam sehingga menjadi kekuaan bersama untuk mencapai kemajuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI.

Selanjutnya, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen dan kompetensi terhadap reformasi administrasi negara secara tepat termasuk dalam penyusunan agenda dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pembangunan yang ditujukan kepada kepentingan rakyat, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Dalam rangka itu, diperlukan pula reformasi struktural, serta independensi sistem peradilan dan sistem keuangan negara,disertai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya kepada publik.  

Untuk memberantas korupsi diperlukan agenda dan prioritas yang jelas dengan memberikan sanksi kepada pelakunya (law enforcement). Di samping itu perlu dilaukan kampanye kepada masyarakat agarkrupsi dipandang sebagai penyakit sosial, tindakan kriminal yang merupakan musuh publik. Pers sebagai kontrol soslal harus diberi kebebasan yang bertanggunjawab  dalam mengungkapkan dan memberitakan tindak korupsi. Pengembangan budaya malu harus disertai dengan upaya menumbuhkan bersalah individu dalam dirinya (quility feeling).

Akhirnya satu kondisi dasar untuk pemberantasan korupsi adalah suatu kerangka hukum nyata dan menegakan hukum tanpa campuran tangan politik. Tujuannya adalah untuk meghindari konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Reformasi birokrasi akan dapat menjadi syarat pemberantasan korupsi, bila terwujud badan peradilan dan sistem peradilan yang independen, didukung dengan keterbukaan dan sistem pengawasan yang efektif.              
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HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 

(Studi Kasus Kalimantan Timur)

Mohammad Taufik

Abstrak

Sulitnya daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah yang harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan ditertibkannya peraturan daerah-peraturan daerah oleh pemerintah pusat dengan alasan bertentangan dengan kebijakan pemerintah Pusat. Menimbulkan ketergantungan daerah yang masih besar pada pusat dalam hal sumber pembiayaan daerah, dan alasan kebocoran anggaran daerah serta kontrol yang masih lemah dimasa otonomi daerah. Masih menguatnya peran pemerintah pusat terhadap hubungan pusat dan daerah, akan selalu menimbulkan potensi konflik, dinamika tersebut akan selalu berkembang.
Keyword : Hubungan Keuangan, Kewenangan, Pusat dan Daerah
I. PENDAHULUAN

Menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah dan daerah otonom di negara kita mendapat jaminan konstitusi terutama pasal 18, yang antara lain menentukan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan. Namun, otonomi di Negara Republik Indonesia haruslah pula dikaitkan dengan dengan bentuk Negara Kesatuan, mengingat bentuk negara kesatuan  membawa konsekuensi tertentu terhadap otonomi yang diberikan kepada daerah.

Menurut Benyamin Hossein, hakekat negara adalah organisasi, sejak kelahirannya organisasi negara menganut asas sentralisasi. Dengan asas tersebut, pembentukan dan implementasi kebijakan berlangsung dipuncak hierarki organisasi pemerintahan negara. Dalam organisasi negara yang besar dianut pula asas dekonsentrasi, sebagai penghalusan dari sentralisasi. Asas dekonsentrasi memungkinkan pembentukan kebijakan dipuncak hierarki organisasi, sedangkan implementasinya oleh aparatur pemerintah dijenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Aparatur pemerintah yang melaksanakan kebijakan tersebut memperoleh pelimpahan (delegasi) wewenang dari pemerintah selaku pembentuk kebijakan. Dalam prosesnya, penyelenggaraan asas dekonstrasi menciptakan local government. Hubungan antara aparatur pemerintah yang melaksanakan kebijakan dan pembentukan kebijakan tersebut adalah hubungan intra-organisasi. Baik sentralisasi maupun dekonsentrasi, dimaksudkan untuk menjamin keseragaman kebijakan dan implementasinya dalam kebijakan negara.

Sebagai bentuk perwujudan dari desentralisasi adalah otonomi daerah dalam daerah otonom yang terbentuk. Oleh karena itu, desentralisasi dipandang sebagai otonomisasi suatu masyarakat yang berada di wilayah atau teritori tertentu. Masyarakat beserta wilayahnya yang memiliki otonomi disebut daerah otonom, atau local government menurut tradisi Eropa. Daerah otonomi menurut tradisi Indonesia, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan prakarsa sendiri. Dengan demikian, masyarakat yang berada di suatu teritori tertentu adalah sebagai pemilik dan subyek otonomi daerah. Istilah local pada local government dan local autonomy dalam literatur asing bukanlah berarti daerah, melainkan masyarakat setempat.

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditanggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis melainkan kontinum. Pada Prinsipnya adalah tidak mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi.

Oleh karena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar-organisasi dan bersifat resiprokal.

Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekonsentrasi dan desentralisasi diselenggarakan pula tugas pembantuan (medebewind) oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasarkan asas ini, Pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya.

Otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Otonomi daerah mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Didalam suatu negara kesatuan perlu adanya keharmonisan antara kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  Peningkatan kekuasaan pemerintah pusat yang tidak terkontrol akan bisa merusak tatanan negara kesatuan karena negara akan berubah menjadi tersentralisasi. Sebaliknya otonomi yang terlalu besar juga bisa merusak negara kesatuan karena daerah akan berjalan sendiri-sendiri.

Secara teoritis otonomi daerah bertujuan sebagaimana dikemukakan oleh Smith (1985) yang membedakan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan dua sudut pandang kepentingan yaitu : kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintahan daerah. Dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat, sedikitnya ada empat tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Namun demikian perlu disadari bahwa tujuan ideal desentralisasi dan otonomi daerah seperti dikemukakan oleh Smith di atas tidak serta merta dapat dicapai dengan hadirnya sebuah undang-undang. Sebab sebenarnya ada tiga persoalan yang paling mendasar, yaitu : 1) Political Comitmen dari pemerintah pusat dan political will dari pemerintah daerah itu sendiri untuk menata kembali hubungan kekuasaan pusat dan daerah. 2) Pengaturan hubungan keuangan pusat – daerah yang lebih didasari oleh itikad untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, dan bukan sebaliknya. 3) Perubahan perilaku elit lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
II. PEMBAHASAN

A. Hubungan Kewenangan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, untuk mengukur derajat otonomi dan kewenangan dapat dilihat dari level mana kekuasaan untuk membuat keputusan itu diletakkan. Jika kekuasaan itu ada di pusat maka organisasi itu bersifat sentralistik, sedangkan jika kekuasaan itu disebarkan dalam unit-unit yang otonom maka organisasi tersebut telah menerapkan prinsip desentralisasi.

Sentralisasi dibutuhkan untuk mempermudah dan memperkuat koordinasi antar level pemerintahan. Ada sejumlah kewenangan yang harus dilaksanakan hanya secara sentralisasi  oleh pemerintah pusat, yang sering disebut kewenangan klasik yaitu : politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter dan fiskal. Alasan untuk melakukan sentralisasi terhadap kewenangan klasik tersebut adalah bahwa tingkat dampak yang ditimbulkan oleh kewenangan tersebut berskala nasional. Disamping itu juga memiliki efek stabilitas secara nasional, sehingga kewenangan-kewenangan tersebut tidak mungkin diserahkan kepada pemerintahan daerah.

Menurut UU 32/2004 Pasal 10 ayat 3, urusan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain itu pasal 11 ayat 4 mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari uraian di atas nampak bahwa kewenangan mengatur pemerintah pusat, meskipun bersifat norma, kriteria dan pedoman, meliputi hampir semua bidang kewenangan.

Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah urusan-urusan pemerintahan diluar yang ditentukan untuk pemerintah pusat, yang mencakup : Perencanaan dan pengendalian pembangunan; Perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan; Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial ; Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, administrasi umum pemerintahan, administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi daerah unggulan daerah yang bersangkutan.
Sebagaimana halnya Provinsi, Kabupaten/ Kota juga menerima tugas pembantuan dari pemerintah atasnya yaitu pemerintah pusat dan provinsi (sebagai daerah otonom). Tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada kabupaten/ kota meliputi sebagian bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.
Sedangkan tugas pembantuan yang diberikan oleh Provinsi sebagai daerah otonom kepada Kabupaten/ Kota meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabuipaten/ Kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya. Termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota.  Adapun tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten/ Kota adalah kewenangan yang merupakan kompetensi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi baik sebagai daerah otonom maupun sebagai wilayah adminsitrasi.
Salah seorang pakar Administrasi Negara Eko Prasojo (2006) mengatakan bahwa: dalam asas Dekonsentrasi atau sentralisasi, pemain inti pemerintah adalah pemerintah pusat dan aparat pemerintah pusat yang ada di daerah (instansi vertikal). Pegawai Pusat yang diangkat dan digaji oleh oleh Pusat melalui APBN, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani. Oleh sebab itu pejabat dekonsentrasi bertanggungjawab kepada pejabat yang mengangkatnya yaitu pejabat pusat, bukan kepada DPRD dan juga bukan kepada rakyat yang dilayaninya. Sebagai konsekuensinya maka pejabat instansi vertikal yang dilimpahi wewenang, bertindak atas nama pemerintah pusat bukan atas nama dirinya sendiri atau DPRD.

B. Hubungan Keuangan

Transfer dana dari Pusat merupakan sumber penerimaan yang amat dominan bagi Pemda di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Sumber ini membiayai sekitar 85 persen dari pengeluaran Pemda di Afrika Selatan, antara 67 persen sampai 95 persen pengeluaran negara-negara bagian di Nigeria, 70 hingga 90 persen pengeluaran negara-negara bagian yang miskin di Meksiko, 72 persen pengeluaran Provinsi dan 86 persen pengeluaran Kabupaten/ Kota pada dekade 1990-an di Indonesia.
Pemerintah pusat selalu menggunakan istilah ragu akan kemampuan daerah, daerah dianggap belum siap dengan otonomi daerah. Dalam ilmu kebijakan publik pernyataan pemerintah pusat tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan kegagalan pemerintah pusat. Sehingga otonomi daerah yang sebetulnya akan memperkuat pemerintah pusat dan daerah, ternyata pusat seolah-olah “memisahkan diri” dengan daerah dalam pelaksanaan otonomi, sebaliknya daerah bisa balik menyerang dengan mempertanyakan sejauh mana kesiapan pusat menggerakkan proses otonomi daerah.

Kasus-Kasus Hubungan Pusat – Daerah di Indonesia

Menurut UU 33/2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Daerah ( PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan) dan Pembiayaan (sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan). Dalam setiap aspek penerimaan daerah, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan besarnya proporsi  masing-masing aspek penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah yang masih menunjukkan ketergantungan terhadap pusat yang cukup besar.

PAD di masa Orde Baru (1960-1999), secara rata-rata PAD yang berhasil dipungut oleh Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/kota hanya dibawah satu persen dari PDRB non-migasnya. Provinsi 0,67 persen sedangkan Dati II 0,46 persen dari PDRB Non Migas. Rata-rata PAD daerah Provinsi hanya mampu untuk membiayai 25,5 persen dari APBDnya.

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan rincian 10 persen untuk pusat dan 90 persen utnuk daerah. Dari 10 persen bagian pusat itu sebanyak 6,5 persen dibagai rata keseluruh kabupaten/kota, sementara sisanya yang 3,5 persen merupakan insetif bagi daerah yang realisasi tahun sebelumnya melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Menurut penelitian LPEM-FEUI pada tahun 2002, terlihat bahwa bagi hasil pajak akan memperkuat kecenderungan yang ada pada pungutan-pungutan daerah, yaitu bias ke perkotaan. Selama ini memang menjadi sumber yang lumayan signifikan bagi kota-kota besar dan menengah serta daerah-daerah semi urban seperti misalnya Tangerang dan Bekasi. Bagi Kabupaten pada umumnya penerimaan dari PBB dab BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) belum menjadi sumber yang penting, kecuali yang kaya akan barang tambang dan hasil hutan.

Padahal dinegara maju seperti Amerika Serikat menurut Robert A. Simanjuntak disebutkan bahwa pendapatan daerah dari property tax adalah sedemikian signifikannya sehingga jumlahnya sering dikaitkan dengan penjaminan pinjaman daerah (obligasi daerah). Menyangkut PBB dan BPHTP sendiri, dilihat dari berbagai segi sesungguhnya lebih merupakan pajak daerah daripada pajak pusat. Immobilitas dan lokalitas dari obyek pajaknya adalah beberapa ciri yang menunjukkan sifak kedaerahan pajak-pajak ini. Lagipula daerah sudah terlibat lama dalam proses pengadministrasiannya dan pemungutannya.

Akan halnya PPh perseorangan, dalam jangka pendek ke depan merupakan isu utama yang akan muncul dari proses bagi hasilnya adalah ketidakmerataan potensi antar daerah yang akan sangat mencolok. Sebagaimana pada umumnya pajak, PPh memang cenderung untuk potensial di daerah-daerah perkotaan. Namun PPh perorangan praktis terkonsentrasi di DKI. Jika bagi hasil 20 persen untuk daerah dilaksanakan, maka akan terjadi bahwa ada lebih dari separuh (hampir 60 persen) bagian daerah akan diserahkan pada DKI Jakarta. Sisanya yang kurang dari separuh dibagi untuk provinsi-provinsi lainnya bersama sekitar 440 kabupaten/kota. Hal ini jelas memperparah ketimpangan antar daerah dan dari segi keadilan patut dipertanyakan. Ini pula yang menyebabkan peutusan pusat untuk membagihasilkan PPh perorangan itu cenderung ditentang oleh beberapa pihak.

Dana Bagi Hasil SDA berdasarkan hasil observasi LPEM-FEUI hanya sekitar 6 provinsi (20 persen) yang memperoleh bagian lumayan besar, sementara untuk kabupaten/kota tidak sampai 20 (5 Persen). Terutama daerah-daerah yang kaya minyak bumi dan gas alam serta hasil-hasil hutan. Seperti: Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Papua, dan Jawa Barat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber penerimaan baru yang merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN. (UU 33/2004 Pasal 29). 

Dana Alokasi Khusus, pembiayaan kebutuhan yang tidak diperkirakan dengan menggunakan formula DAU, misalnya Dana Reboisasi Hutan (DR). Dalam UU No.25 /1999 dana reboisasi (DR) merupakan salah satu contoh sebagai kriteria DAK. Namun, dalam UU No.32/2004, dana reboisasi telah dibagihasilkan namun penggunaannya masih spesifik yaitu reboisasi hutan.

Di masa lalu, beberapa jenis bantuan yang diberikan pusat kepada Pemerintah daerah juga telah mengambil bentuk bantuan DAK. Misalnya: INPRES untuk kegiatan-kegiatan di daerah yang telah ditentukan Pusat (Specific grant).

Kasus yang menimpa Provinsi Kalimantan Timur akibat perlakuan yang tidak setara oleh Pusat, disebabkan oleh : 

1. Ketidak adilan dalam bagi hasil minyak dan gas, pasalnya Provinsi Papua dan NAD diberikan bagi hasil minyak dan gas sebanyak 70%, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur dan Riau hanya diiberikan sebanyak 15%.

2. Konflik dalam penentuan Dana Alokasi Umum, konflik itu berawal dari simulasi DAU yang dilakukan oleh Departemen Keuangan pertengahan tahun 2001. Simulasi itu merugikan daerah penghasil termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu daerah penghasil bersatu membentuk Kaukus Pekan Baru dan kaukus Jakarta. Kedua Kaukus itu menuntut kepada Panitia Anggran Legislatif agar kebijakan formulasi DAU yang disimulasikan ditinjau kembali. Atas dasar itu dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan disimpulkan bahwa tidak ada Daerah yang menerima DAU lebih rendah dari tahun lalu. Tetapi ternyata pada APBN 2008 Kaltim tidak mendapatkannya.

Konflik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kota Samarinda bersumber dari pencabutan Peraturan daerah No.20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda. Pencabutan Peraturan Daerah itu didasarkan atas dua faktor : Pertama, Peraturan Daerah No.20 Tahun 2000 bertentangan dengan Kontrak karya (KK) yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pengusaha Batubara. Kedua, Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah serta kuatnya resistensi daerah terhadap pusat yang memungkinkan timbulnya konflik dalam hal distribusi kewenangan dan kekuasaan menurut Effendi (2001): Pemerintah daerah sangat selektif untuk menerima kebijakan pemerintah pusat; Daerah kaya butuh dana dari pemerintah pusat karena mekanisme dan perimbangan, serta dana alokasi umum (DAU) diatur oleh pusat dalam APBN; Kewenangan daerah dalam hal perebutan kewenangan dan keuangan selalu dihadang oleh peraturan perundang-undangan yang sentralistik, sementara pelaksanaan otonomi daerah anggapan daerah harus memperhatikan aspirasi lokal.

III. PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Salah satu sumber keuangan daerah yang utama untuk membiayai pemerintah daerah adalah pajak daerah yang merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagian pajak pusat kepada daerah.

Sulitnya daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah yang harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan ditertibkannya peraturan daerah-peraturan daerah oleh pemerintah pusat dengan alasan bertentangan dengan kebijakan pemerintah Pusat. Menimbulkan ketergantungan daerah yang masih besar pada pusat dalam hal sumber pembiayaan daerah, dan alasan kebocoran anggaran daerah serta kontrol yang masih lemah dimasa otonomi daerah.

Masih menguatnya peran pemerintah pusat terhadap hubungan pusat dan daerah, akan selalu menimbulkan potensi konflik, dinamika tersebut akan selalu berkembang. Hubungan yang setara dan saling membantu antara Pemerintah Pusat dan daerah tentunya akan membuat desentralisasi akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat daerah apabila otonomi daerah dipahami juga sebagai penguatan pemerintah pusat.
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STUDI TENTANG PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN FISIK DI PEMERINTAH KOTA BONTANG

E. Letizia Dyastari

Abstrak

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi kehidupan seluruh Masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam rangka pemerataan pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah baik dari pusat sampai tingkat daerah bersama perangkat birokrasinya. Berusaha menjalankan sebuah konsep, kebijakan dalam hal ini kebijakan pembangunan yang merata. Pada semua kota dan desa, baik secara nasional maupun pada tingkat daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan tentang Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota, kooardinasi dalam penyusunan perencanaan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan fisik Kota Bontang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan fisik Kota Bontang dilakukan secara sistematis serta melalui tahapan-tahapan dari bawah (Bottom Up) yaitu musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, kemudian dilanjutkan musyawarah rencana pembangunan pada tingkat kecamatan, setelah mendapatkan prioritas pembangunan dari kelurahan dan kecamatan, maka proses selanjutnya melalui forum SKPD yang mana usulan dari tahapan tersebut dibawa lagi pada musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota untuk membahas kembali usulan yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam penetapan rencana dilakukan saat musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota yang mana masukan dari kelurahan, kecamatan, serta dalam forum SKPD dibahas kembali untuk selanjutnya ditetapkan program mana yang disetujui oleh Pemerintah Daerah untuk di realisasikan sebagai kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Keyword : Perencanaan, Pembangunan, Pemerintah, Kota Bontang.
I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi kehidupan seluruh Masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam rangka pemerataan pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah baik dari pusat sampai tingkat daerah bersama perangkat birokrasinya. Berusaha menjalankan sebuah konsep, kebijakan dalam hal ini kebijakan pembangunan yang merata. Pada semua kota dan desa, baik secara nasional maupun pada tingkat daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sebagaimana diamatkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah ( Top Down dan Buttom Up Planning ) melalui tahap-tahap penyusunan di semua tingkatan Pemerintah dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Kabupaten Kota, regional sampai ke tingkat nasional dan sebaliknya dari Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah sampai ke Desa.

Proses perencanaan pembangunan Buttom Up merupakan perencanaan keinginan dari bawah yang nantinya juga tertuang dalam berbagai sektor kehidupan Bangsa dan Negara maupun di dalamnya pembangunan daerah, dimana untuk mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang menjadi keinginan masyarakat serta meningkatkan koordinasi dalam pengusulan Perencanaan Pembangunan Daerah maka ditempuh secara bertahap Musyawarah dari Tingkatkan Kelurahan sampai Tingkat Nasional.

Kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan di perkuat dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 150 ayat 2 bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun oleh seluruh pemerintah daerah, meliputi : 

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional

2. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional

c. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat

d. Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerengka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

e. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah.

f. RPJM daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Untuk membuat suatu rencana yang benar-benar baik sehingga dimasa depan dapat di hasilkan penataan ruang yang terarah dan berkulitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Ginanjar Kartasasmita (1996 : 429) bahwa langkah awal dalam penataan ruang adalah penyusunan tata ruang, rencana tata ruang diperlukan untuk memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Sebagai daerah Kota, Bontang membutuhkan rencana pembangunan yang sangat mendesak mengingat Kota Bontang di wujudkan melalui perubahan status dari kota administratif menjadi daerah kota disertai perluasan wilayah administrasi dan pemekaran wilayah kecamatan yang ada.

Beberapa langkah yang perlu diorientasikan adalah menyangkut koordinasi dan keterpaduan pembangunan. Pertama, perumusan strategi dan kebijaksanaan, perencanaan program pembangunan dan Evaluasi hasil-hasil pembangunan yang serasi antara sektor dan regional. Kedua, untuk mencapai keserasian ini dibutuhkan format dan mekanisme yang disepakati oleh semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota). Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah mulai Musrenbang Kelurahan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan), Musrenbang Kecamatan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan), Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten/Kota), Musrenbang Tingkat provinsi (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditinjau kembali baik dalam hal subtansi program dan mekanisme penyelenggaraan). Ketiga, di butuhkan indikator untuk kebutuhan pengukur hasil, evaluasi dan pelaporan yang berguna bagi pengendali program pembangunan sektoral dan regional.

Proses penyusunan rencana pembangunan fisik Kota Bontang harus disusun sebaik dan semaksimal mungkin, mengingat menyusun sebuah rencana pembangunan bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Bappeda dan beserta dengan pihak-pihak yang terkait mulai Kelurahan, Kecamatan hingga instansi pemerintah lainnya, dimana kerjasama tersebut dilakukan untuk memperoleh dukungan informasi-informasi tentang yang akan direncanakan dan sebagai pelaksana teknis dilapangan.

Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota Bontang terdapat masalah-masalah umum seperti ketersediaan lahan untuk pembangunan dan perluasan Kota terbatas. Sisi utara, selatan dan barat langsung berbatasan dengan hutan lindung dan Taman Nasional Kutai dan sisi timur perairan laut selatan Makasar. Kondisi medan Problematic sebagian besar medan rawa-rawa, dan kebelakang merupakan medan menggelombang sampai berbukit pada bentukan geologi yang rawan longsor. Serta sebagian dari sumber-sumber pembiayaan pembangunan di Bontang masih bertumpu pada sumber daya alam yang tak terbarukan, PT. Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim dapat didorong/ diminta/ dituntut secara proaktif membangun dasar-dasar Bontang sebagai simpul hilir sistem industri berbasis agro pasca migas.

Dominasi kekuatan migas dalam sistem ekonomi Kota Bontang perlu dipersiapkan kekuatan tandingan untuk mengatasi kondisi pasca migas, mengingat industri migas bukanlah industri sustainable (terbarukan). Pengembangan potensi lokal sebagai basis ekonomi mempunyai kekuatan linkage kebelakang dan kedepan. Agrobisnis sebagai kegiatan ekonomi yang berbasis pada kekuatan sumber daya alam lokal dan masyarakat perlu mendapatkan prioritas program, baik pada peningkatan kualitas SDM maupun pada pengadaan sarana dan prasarana untuk mengalirkan komoditas tersebut dipasar.

Pada masa yang akan datang Kota Bontang diharapkan akan berkembang lebih pesat seiring diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah, dengan memperhatikan UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan UU No. 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. Pada era otonomi daerah yang diharapkan dapat diwarnai oleh kegiatan proaktif stakeholders pembangunan, dilihat pada satu media penting dalam mempertemukan pandangan sama stakeholders terorientasi pada titik temu kesepahaman yaitu adanya suatu rumusan/mekanisme perencanaan pembangunan pemkot Bontang yang dapat diterima semua pihak.

Berdasarkan permasalahan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses perencanaan pembangunan Kota Bontang dan akhirnya memilih judul skripsi yaitu “ Studi Tentang Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik di Pemerintah Kota Bontang”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menjabarkan fenomena-fenomena yang dijumpai dilapangan, yaitu mengenai bagaimana penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot Bontang serta kendala-kendala yang dihadapi berkenaan tentang perencanaan pembangunan. Subyek penelitian ini adalah Kepala Kantor Bappeda Kota Bontang, Camat Bontang Barat, Bontang Selatan, dan Bontang Utara. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota Bontang

1. Penyusunan Rencana

Dalam rangka penyusunan pembangunan Kota Bontang, maka setiap instansi menyampaikan usulan program pembagunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada Walikota melalui Bappeda. Bappeda melakukan identifikasi dan menghimpun semua usulan program sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M. PPN/01/2007 tanggal 12 januari 2007 berisi tentang memadukan Top Down dan Bottom Up pada tingkat Kelurahan, Kecamatan Kota dan Tingkat Nasional dengan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan sebagai berikut :

2. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk meyepakati hasil kegiatan tahunan anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang, menengah Kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahunan berjalan, serta masukan dari pada nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.

Menurut Ketua RT. 20 Kel. Api-api mengatakan “partisipasi masyarakat dalam musrenbang sangat antusias sekali dimana masyarakat sangat aktif memberikan masukan-masukan mengenai masalah yang dihadapi di lingkungan sekitar, jalan dan infrastruktur lainya”. (Wawancara tanggal 2 Juli 2009)

Menurut Kasi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Belimbing “paradigma pembangunan saat ini berbeda dengan masa lalu, dimana saat ini masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan saja, namun juga berperan menjadi subjek dari pemangunan yang dilaksanakan”. (Wawancara tanggal 15 Juli 2009)

Musrenbang Kelurahan tahun 2008 diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

a) Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya (Musyawarah/Dusun).

b) Menetapkan kegiatan prioritas Kelurahan yang akan di biayai melalui alokasi dana kelurahan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya.

c) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan di ajukan untuk dibahas dalam forum Musyawarah Kecamatan.

3. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Menurut Camat Bontang Utara “ dalam penetapan skala prioritas  menggunakan system scoring artinya semakin tinggi skor nya maka semakin prioritaslah program pembangunan tersebut” (Wawancara tanggal 2 Juli 2009)

Kemudian Menurut Kasi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Api-Api “setiap tahun partisipasi masyarakat meningkat karena kesadaran yang semakin tinggi tentang pentingnya pembangunan di lingkungan mereka”(wawancara tanggal 13 Juli 2009)

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk :

a) Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan

b) Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan

c) Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor ) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya di fasilitasi oleh SKPD terkait. 

Menurut Kasubid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Bontang “forum SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rencana awal RKPD serta Renstra SKPD. SKPD yang mengemban fungsi berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan Kota Bontang”. (wawancara tanggal 21 Juli 2009)
Forum SKPD Kota Bontang bertujuan untuk :

a) Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai Kecamatan dengan Perangkat Daerah (Renja SKPD)

b) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja SKPD

c) Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan pafon dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah


SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program/kegiatan infrastruktur yaitu :

a) Dinas Pekerjaan Umum

b) Dinas Lingkungan Hidup

c) Dinas Tata Kota

d) Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

e) Dinas Perhubungan dan Komunikasi

f) Dinas Pertanahan

5. Musrenbang Kota Bontang

Musrenbang Kota adalah musyawarah stakeholder Kota yang mematangkan rancangan RKPD Kota berdasarkan Renja SKPD, hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Menurut Kasubid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Bontang “Hasil Musrenbang Kota Bontang adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut pendanaan dari APBD, APBD Provensi, dan APBDN sebagai pemutakhiran Rancangan RKPD Kota Bontang menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan”. (wawancara tanggal 21 Juli 2009)

Tujuan Musrenbang Tingkat Kota :

a) Mendapatkan masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD sebagai informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN Prov, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

b) Mendapatkan rincian rancangan awal SKPD khususnya yang berhubungan dengan pembangunan

c) Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan Pembangunan.

a. Penetapan Rencana 

Berbagai usulan program pembangunan tahunan yang telah disampaikan baik instansi dan usulan-usulan program pembangunan dari Kecamatan dan dibahas dalam Forum Musrenbang tingkat Kota. Rapat ini dilaksanakan setiap tahun untuk membahas program tahunan dibidang pembangunan dengan melibatkan berbagai unsur Pejabat Teknis, Anggota DPRD, Camat serta tokoh masyarakat.

Menurut Sekretaris Lurah Tanjung Laut mengenai penetapan rencana bahwa “Proyek-proyek pembangunan yang telah diusulkan pada tahun 2008 yang tidak terealisasi atau belum selesai, maka diusulkan kembali pada Musrenbang 2009” (wawancara tanggal 07 Juli 2009) 

Segala usulan program-program rencana pembangunan dari Musrenbang Kecamatan dibahas lagi pada Musrenbang Kota dan ditetapkan program-program mana yang layak direalisasikan, yang dilihat dari skala prioritas utama program rencana pembangunan tersebut.

b. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh masing-masing SKPD.

Menurut Sekretaris Camat Bontang Utara “usulan sampai akan dilaksakan biasanya ada masukan-masukan dari masyarakat secara intensive, apakah itu melalui LSM, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mengingatkan kepada pemerintah atau stakeholder bahwa itu adalah hal yang segera harus ditangani, dan dari sisi pelaksanaan semua orang dapat mengawasi dan bersifat terbuka.” (Wawancara tanggal 2 Juli 2009)

Menurut Kasubid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Bontang menerangkan bahwa “Maksud dari pengendalian ini adalah untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat tercapai.” (wawancara tanggal 21 Juli 2009)

c. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Menurut Kasi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Belimbing mengatakan bahwa “Dalam Musrenbang tingkat kelurahan tidak semata-mata memberikan prioritas pembangunan yang dibutuhkan untuk tahun depan, tetapi kita dalam forum ini juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya.” (wawancara tanggal 15 Juli 2009)

Menurut Kasubid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Bontang menerangkan bahwa “Maksud dari evaluasi yaitu untuk memantau sampai sejauh mana instansi-intansi teknis bertanggung jawab terhadap tugasnya sesuai subtansi bidang pembangunan yang menjadi garapannya” (wawancara tanggal 21 Juli 2009)

Evaluasi atau penilaian dimaksudkan untuk menilai sampai sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan suatu program.
B. Faktor Pendukung

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Kota Bontang tidak hanya sebatas partisipasi dalam proses pengambilan keputusan saja, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Setiap kegiatan pemerintah Kota melalui program pembangunan dalam rangka mensukseskan 4 pilar pembangunan Kota Bontang yaitu Bontang Cerdas 2008, Bontang Sehat 2010, Bontang Lestari 2010, Bontang Bebas Kemiskinan 2020, masyarakat selalu ikut terlibat didalam pembangunan yang ada di sekitar RT masing-masing.

Menurut Kasi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Api-Api mengatakan “Masyarakat disekitar kelurahan sangat antusias dalam membantu pelaksanaan pembangunan, terbukti setiap kelurahan mengadakan musrenbang tingkat kelurahan masyarakat sangat ingin untuk menghadiri dan memberikan masukan serta pendapat mereka tentang pembangunan di wilayah mereka” (wawancara tanggal 13 Juli 2009)

2. Komitmen Pemerintah

Pembangunan yang cukup maju di pemerintah Kota Bontang tidak lepas dari komitmen pemerintah didalam menunjang kesenjangan pembangunan yang tidak lepas dari 4 pilar pembangunan melalui anggaran pembangunan. Hal tersebut terlihat dari komitmen pemerintah Kota melalui kooardinasi dengan perusahaan migas yang ada di Kota Bontang terhadap masyarakat di sekitar yaitu dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Menurut Sekretaris Lurah Tanjung Laut mengatakan “pemerintah sangat mendukung setiap pembangunan yang di laksanakan di setiap kelurahan asalkan pembangunan tersebut berguna untuk masyarakat banyak dan pemerintah juga memberikan dana pembangunan di setiap kelurahan untuk menunjang program pembangunan di kelurahan.” (wawancara tanggal 07 Juli 2009)

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Menurut analisis penulis dalam perencanaan program pembangunan fisik terdapat kendala-kendala, yang kemudian penulis membedakan menjadi dua yaitu:

1. Faktor Penghambat Internal

a. Keterbatasan Lahan Dalam Proses Perencanaan

Keterbatasan lahan di Kota Bontang merupakan permasalahan yang sangat mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota. Luas daratan yang dapat di manfaatkan untuk pembangunan hanya 14.789 Ha, itu pun masih terdiri dari luas hutan lindung atau Taman Nasional Kutai 5.950 Ha (11,96 %), luas areal PT.Badak NGL 1.572 Ha (3,15 %), luas areal Pupuk Kaltim 2.010 Ha (4,04 %) sehingga luas lahan efektif untuk pembangunan hanya tersisa 5.248 Ha (10,56 %) dari luas Kota Bontang 49.757 Ha (termasuk 4 mil laut) dan sisanya 34.977 Ha (70,29 %) merupakan kawasan laut.

Berdasarkan permasalahan keterbatasan lahanyang di miliki oleh pemerintah Kota Bontang, tentu menjadi salah satu permasalahan dari perencanaan pembangunan Kota, dimana pengembangan Kota untuk pembangunan utilitas dan fasilitas umum serta untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah juga menjadi sangat terbatas karena jika pembangunan dan pengembangan Kota di paksakan pada lahan yang ada saat ini maka meninggalkan kesan kumuh dan tidak teratur.

b. Keterbatasan Alokasi Dana dan Minimnya PAD

Untuk pembiayaan pembangunan di Kota Bontang sampai saat ini masih sangat tergantung dari dana perimbangan dari bagi hasil Migas yaitu sebesar 71 % dari total APBD Kota Bontang. Sedangkan sumber-sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah baru sekitar 3% dan sisanya berasal dari pos penerimaan lain.

Sebagian daerah pengolah Migas yang bersumber pembiayaan pembangunannya sangat tergantung pada dana perimbangan bagi hasil Migas, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD, karena sebagaimana dipahami barsama bahwa keberadaan Migas sangat tergantung dan tidak sustainable, jika hal ini tidak di antisipasi sejak dini oleh pemerintah Kota Bontang maka di kawatirkan jika keberadaan migas telah berkurang atau telah habis eksistensinya maka juga akan mematikan pembangunan di Kota Bontang.

c. Keterlambatan Cairnya Dana dari Pemerintah Pusat

Keterlambatan turunnya dana dari pemerintah pusat ke daerah menyebabkan pelaksanaan dari rencana program pembangunan di Kota Bontang juga menjadi terlambat. Dana yang diterima oleh pemerintah Kota Bontang dari pemerintah pusat turun per triwulan dan untuk triwulan pertama biasanya baru turun antara bulan April dan bulan Mei sedangkan tahun anggaran itu dimulai pada bulan Januari.

Menurut keterangan Kasubid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Kota Bontang “keterlambatan turunnya dana ini disebabkan adanya perbedaan sumber-sumber pendanaan pembangunan, sehingga dana yang di usulkan tidak dapat selesai pada waktu yang telah ditentukan” (wawancara tanggal 21 Juli 2009)

2. Faktor Penghambat Eksternal

a. Program yang diusulkan masih merupakan keinginan dan bukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Pengamatan yang dilihat pada pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan tergambar bahwa sebagian besar usulan program/kegiatan yang disampaikan masih didasari keinginan masyarakat, bukan berangkat dari masalah yang dihadapi sebagai sebuah kebutuhan.

Menanggapi masalah ini Kasubid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Bontang memaparkan bahwa“adanya perbedaan antara kebutuhan dan keinginan karena adanya para kontraktor yang menjadi ketua RT sehingga terkadang bukan kebutuhan masyarakat yang diusulkan, melainkan keinginan dari ketua RT walaupun tidak semua ketua RT berprofesi sebagai kontraktor” (wawancara tanggal 21 Juli 2009)

b. Kurang sinergisnya program pembangunan

Program pembangunan di Kota Bontang bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bontang, tetapi juga dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bontang yaitu PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak NGL, dan PT. Banpu Indominco melalui program Community development atau sekarang lebih dikenal dengan program CSR (corporate social responsibility).

Namun yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut adalah masih belum sinergisnya dan kurang terkoordinasinya pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dengan yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui program Community development. Program Community development  berjalan sendiri baik dari sisi perencanaannya, pelaksanaannya maupun objek atau sasarannya demikian juga dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bontang berjalan sendiri.

Menurut keterangan Kasubid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Kota Bontang mangatakan “dalam Musrenbang tingkat Kota kami telah mengundang perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bontang, namun respon dari perusahaan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Tendensi mereka berjalan sendiri melalui program comdev” (wawancara tgl. 21 Juli 2009).
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HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI DAN 

KEPUASAN KERJA PADA PEGAWAI 

Rita Kala Linggi

Abstrak

Keterikatan pegawai dengan nilai-nilai budaya organisasi yang dibangun akan sangat mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. Hal ini akan tampak dalam perilaku pegawai puas dan senang dalam bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga dapat mengurangi absensi, turnover dan keterlambatan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja pegawai.

Penelitian ini terdiri dari satu variabel tergantung yakni kepuasan kerja dan satu variabel bebas yakni budaya organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode skala. Subjek dalam penelitian ini adalah 60 orang pegawai Dinas Pemerintahan Umum Kimpraswil Kota Samrinda yang dipilih secara random. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi product moment.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja dengan koefisien korelasi r = 0.750 dan p = 0.000 < 0.050. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara budaya organisasi dalam mempengaruhi kepuasan kerja pegawai dengan persentase 75 persen. 

Keyword: Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja

I. PENDAHULUAN

Organisasi yang ingin maju dan berkembang akan selalu memikirkan kepuasan kerja pegawainya, karena kepuasan kerja memberikan dampak yang serius bagi perkembangan suatu organisasi. Kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai akan menimbulkan semangat untuk bekerja lebih baik, akan tetapiapa bila pegawai suatu organisasi tidak mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan akan mengakibatkan mangkir kerja, tidak disiplin dan produktivitas kerja akan menurun.

Menurut Robbins (2001) pegawai mengekspresikan ketidakpuasan kerja dengan empat cara sebagai berikut, pertama, keluar dari pekerjaan dan mencari pekerjaan di tempat lain. Kedua, bekerja dengan seenaknya (misalnya terlambat datang, tidak masuk kerja, membuat kesalahan yang disengaja). Ketiga, membicarakan ketidakpuasannya kepada atasan dengan tujuan agar kondisi tersebut dapat berubah. Keempat, menunggu dengan optimis dan percaya bahwa organisasi dan manajemennya dapat melakukan sesuatu yang terbaik. Sedangkan gejala yang dapat diamati pada pegawai yang memiliki ketidakpuasan kerja memiliki gejala-gejala sering absen, datang terlambat, motivasi rendah, sering mengeluh, merasa tidak senang dengan pekerjaan (Wether dan Davis, 1996).

Dinas Pemerintahan Umum Kimpraswil Kota Samarinda merupakan salah satu instansi pemerintahan yang melaksanakan kegiatan tekhnis pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik yang ada di Kota Samarinda diduga juga mengalami permasalahan dengan kepuasan kerja. Berdasarkan survey dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pegawai dinas PU Kimpraswil Kota Samarinda, masih ada pegawai yang jarang masuk kantor, tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya profesionalitas kerja, kurangnya perhatian pimpinan terhadap prestasi pegawai, komunikasi antara atasan dan bawahan yang kurang efektif, dan juga fasilitas kerja yang kurang memadai. Hal ini juga didukung fakta dilapangan dimana banyaknya jalan raya di Kota Samarinda yang rusak dan pembangunan fasilitas seperti bandara yang molor dan pada akhirnya menimbulkan konflik antara kontraktor dengan pemerintah daerah Kota Samarinda. Kondisi ini diduga akan dapat mempengaruhi kepuasan kerja pegawai dan masyarakat yang menikmati hasil pembangunan dari dinas pemerintahan umum.

Individu tidak bisa terlepas dari orang lain pada saat bekerja dan harus memenuhi nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi. Kepuasan kerja yang tinggi sangat mempengaruhi kondisi kerja yang positif dan dinamis, sehingga member keuntungan yang nyata tidak hanya bagi organisasi tapi bagi pekerja itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya adalah factor budaya organisasi. 

Hasil penelitian Meglino, Ravlin, dan Adlins (1998) menunjukkan bahwa para pegawai akan lebih puas dan memegang teguh pekerjaannya apabila nilai-nilai mereka miliki sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Nilai-nilai yang dimiliki pegawai diidentifikasi sebagai manifestasi dari nilai-nilai organisasi. 

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Lance (1992 ) bahwa jika pegawai merasakan jiwanya terikat dengan nilai-nilai budaya organisasi yang ada, mereka akan merasa puas dan senang dalam bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga dapat mengurangi absensi, turnover dan keterlambatan dalam bekerja.

Budaya organisasi merupakan pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan dan memberi arti pada tingkah laku, yang mencakup norma-norma yang berlaku dalam sebuah organisasi. Permasalahan yang sering terjadi dalam suatu organisasi yaitu masih banyak pegawai belum memahami nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Suasana kerja yang tidak kondusif juga membuat pegawai merasa tidak merasa nyaman dalam bekerja sehingga produktivitas kerjanya menjadi menurun. melakukan penelitian tentang hubungan antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja pegawai Dinas Pemeintahan Umum Kota Samarinda.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif korelasional yaitu menjelaskan fenomena satu hubungan variabel dengan variabel lainnya. Sampel penelitian ini adalah pegawai Dinas Pemerintahan Umum Kimpraswil Kota Samrinda yang berjumlah 60 orang dan dipilih secara random. Metode pengumpulan data menggunakan skala budaya organisasi dan skala kepuasan kerja. Hasil uji validitas dan relaibilitas mendapat bahwa skala budaya organisasi memiliki alpha 0,900, dan skala kepuasan kerja memiliki alpha 0,903. Tehnik analisis data yang dilakukan untuk pengolahan data penelitian adalah dengan menggunakan analisis korelasi product moment yaitu untuk mengetahui hubungan antara variable bebas (budaya organiasi) dengan variabel tergantung (kepuasan kerja).

III. PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

1. Kepuasan Kerja
Kepuasan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual, dan setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Porter dan lawler (Cranny, 1992) menggambarkan kepuasan kerja sebagai suatu perasaan tentang pekerjaan yang ditentukan oleh perbedaan antara jumlah hasil suatu nilai yang diterima dan jumlah hasil yang dirasakan seharusnya. Robbin (1996) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan yang dimaksud cukup luas, yaitu memuat interaksi dengan rekan kerja, dengan atasan, aturan-aturan dan kebijakan organisasi, dan kondisi kerja yang tidak kondusif.

Kreitner dan Kinicki (2001) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah respon afektif atau emosional terhadap pekerjaan. Senada dengan hal itu Luthans (1995) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu emosi yang merupakan respon terhadap situasi kerja, sehingga kepuasan kerja tidak dapat dilih at namun bisa dirasakan dan akan tercermin dalam sikap seperti semakain loyal pada organisasi, bekerja dengan maksimal, dan mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat dalam suatu organisasi. 

Kepuasan kerja bagi pegawai sangat diperlukan karena kepuasan kerja pegawai akan meningkatkan produktivitas. Adanya ketidakpuasan pada para pegawai dalam bekerja akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi suatu organisasi maupun bagi pegawai itu sendiri. Kepuasan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh pekerjaan semata, melainkan juga faktor-faktor sosial dan diri individu pegawai itu sendiri. 

Menurut Wexley dan Yukl (1977); Robbins (2001) faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah upah, kondisi kerja, mutu pengawasan, teman sekerja, jenis pekerjaan, keamanan kerja,dan kesempatan untuk maju. Faktor-faktor individual yang berpengaruh adalah kebutuha n-kebutuhan yang dimilikinya, nilai-nilai yang dianut dan sifat-sifat kepribadian dan pengalaman masa lampau.

Menurut Smith, Kendal, dan Hulin (dalam Gibson, 1997) menyebutkan ada lima karakteristik yang mempengaruhi pekerjaan yaitu pekerjaan itu sendiri, upah atau gaji, penyeliaan atau pengawasan, kesempatan promosi, dan rekan kerja.

Selanjutnya Luthans (1995) menyebutkan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu :

a. Pekerjaan itu sendiri, sejauhmana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung jawab.

b. Gaji, yaitu jumlah yang diterima meliputi besarnya gaji, kesesuaian antara gaji dengan pekerjaan.

c. Pengawasan, yaitu temasuk didalamnya hubungan antara pegawai dengan atasan, pengawasasn kerja dan kualitas kerja.

d. Kesempatan promosi, yaitu yang berhubungan dengan masalah kenaikan jabatan, kesempatan untuk maju, dan pengembangan karir.

e. Rekan Kerja, yuaitu sejauhmana hubungan sesama pegawai.

f. Kondisi Kerja yaitu yang menyangkut dengan suasana kerja yaitu peralatan kerja, ventilasi, tata ruang dan sebagainya.

2. Budaya Organisasi

Menurut Schein (1992) budaya adalah satu perangkat asumsi dasar dimana para anggota suatu kelompok menemukan cara untuk memecahkan masalah pokok dalam menghadapi kelangsungan hidup fisik dalam lingkungan eksternal (adaptasi) dan kelangsungan hidup sosial dalam lingkungan internal. Kebudayaan memberikan pola cara berpikir merasa dan menanggapi yang menuntun para anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan dalam kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Salah satu peranan terpenting dari top management adalah membentuk kebudayaan dengan kepribadiannya sehingga berpengaruh penting terhadap filsafat dan gaya manajemen (Kast dan Rosenzweig, 1990).

Kast dan Rosenzweig (1990) lebih lanjut menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama, yang berinteraksi dengan orang-orang dalam suatu organisasi, struktur organisasi dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Budaya organisasi sering diartikan sebagai sistem nilai yang diakui dan dianut oleh semua anggotanya, yang membedakan organisasi satu dengan yang lainnya.

Tozi, Rizzo, dan Carrol (1994) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi. lebih lanjut Miller (2007) menyebutkan bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai dan semangat yang mendasari dalam cara mengelola serta mengatur suatu organisasi. Nilai-nilai itu merupakan keyakinan yang dipegang teguh dan kadang-kadang tidak terungkapkan, nilai-nilai dan semangat tersebut akan mendasari sifat suatu organisasi dalam usaha menjawab tantangan, maka Miller menegaskan bahwa budaya organisasi yang kuat akan memiliki sifat yang kompetitif pada pegawai dan organisasinya.

Budaya organisasi secara umum berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan kegiatan para anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Gordon (1991) budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap perilaku para pegawai.

Fungsi budaya organisasi menurut Robbins (2001) adalah menentukan peran yang membedakan organisasi yang satu dengan yang lain, menentukan tujuan bersama yang lebih besar dari sekedar kesenangan individu, menjaga stabilitas sosial organisasi, membuat identitas bagi anggota organisasi, dan pembuat pengertian dan mekanisme kontrol yang memberi pedoman pada sikap dan tingkah laku.

Budaya organisasi yang kuat akan berfungsi sebagai sistem aturan-aturan informal yang mengungkapkan bagaimana orang berperilaku dalam sebagian besar waktu mereka, dan memungkinkan orang merasa lebih baik tentang apa yang mereka kerjakan sehingga mereka akan bekerja lebih keras.

Budaya organisasi memiliki karakterisitik untuk memahami keberadaan budaya suatu organisai. Robbins (2001) menyebutkan beberapa karakteristik budaya organisasi yaitu :

a. Individual initiative : tingkat tanggung jawab kebebasan dan ketergantungan yang dimiliki individu.

b. Risk tolerance : seberapa jauh resiko yang boleh atau mungkin dipikul oleh anggota.

c. Direction : menciptakan organisasi yang objektif dan berpenampilan seperti yang diharapkan.

d. Integration : unit yang mendorong keselarasan dalam organisasi.

e. Management support : manajer memberikan komunikasi yang jelas dan mendorong bawahannya.

f. Control : peraturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku pegawai.

g. Identity : merupakan cara bagi anggota dalam mengidentifikasikan diri pada organisasi.

h. Performance-reward : tingkat penghargaan yang diberikan organisasi kepada anggotanya.

i. Conflict tolerance : tingkat toleransi terhadap konflik yang muncul dalam organisasi.

j. Communication pattern : tingkat komunikasi yang dibatasi oleh hirarki formal dari otoritas.

Miller (2007) menegaskan bahwa budaya organisasi yang kuat akan memiliki sifat yang kompetitif. Sejumlah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang kuat itu sangat membantu kesuksesan organisasi dengan menuntun perilaku dan memberi makna pada kegiatan-kegiatannya. Miller menyebutkan ada delapan nilai utama (Asas) yang menjadi karakteristik dasar budaya suatu organisasi yaitu:

a. Asas tujuan yaitu, seberapa jauh anggota memahami tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi.

b. Asas konsensus yaitu, seber apa jauh suatu organisasi memberi kesempatan kepada anggota untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan.

c. Asas keunggulan yaitu, seberapa besar kemampuan suatu organisasi menumbuhkan sikap untuk selalu menjadi yang terbaik dan berprestasi lebih baik dari yang sudah pernah dilakukan.

d. Asas kesatuan yaitu, suatu sikap yang dilakukan suatu organisasi terhadap anggotanya. Dalam hal ini organisasi bersikap adil dan tidak melakukan pemihakan kepada kelompok tertentu .

e. Asas prestasi yaitu, sikap suatu organisasi terhadap prestasi anggotanya.

f. Asas empirik yaitu sejauh mana suatu organisasi mau menggunakan buktibukti empirik dalam pengambilan keputusan.

g. Asas keakraban yaitu, kondisi pergaulan sosial antar anggota dalam suatu organisasi.

h. Asas integritas yaitu, sejauh mana anggota suatu organisasi mau bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang kuat akan membantu memberikan kepastian bagi seluruh anggota organisasi untuk berkembang bersama organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

B. Hasil Penelitian

Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ada hubungan antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja. Data yang ditemukan dalam hasil regresi menunjukkan bahwa hipotesis mayor diterima. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi r = 0.750 dan p = 0.000 < 0.050. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara budaya organisasi dalam mempengaruhi kepuasan kerja pegawai dengan persentase 75 persen. 

Kepuasan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual, dan setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda -beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Porter dan lawler (Cranny, 1992) menggambarkan kepuasan kerja sebagai suatu perasaan tentang pekerjaan yang ditentukan oleh perbedaan antara jumlah hasil suatu nilai yang diterima dan jumlah hasil yang dirasakan seharusnya. Robbins (2001) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum seseorang individu seseorang individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan yang dimaksud cukup luas, yaitu memuat interaksi dengan rekan kerja, dengan atasan, aturan-aturan dan kebijakan organisasi, dan kondisi kerja yang tidak kondusif. 

Kepuasan kerja dapat dijadikan aspek untuk melihat kondisi suatu organisasi. Pegawai atau pegawai yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi cenderung melakukan pekerjaan dengan senang dan maksimal sehingga akan melahirkan produktivitas kerja yang baik. Namun bila pegawai suatu organisasi tidak mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan akan mengakibatkan mangkir kerja, tidak disiplin, sering absen, datang terlambat, motivasi rendah, sering mengeluh, merasa tidak senang dengan pekerjaan dan produktivitas kerja menurun (Wether dan Davis, 1996).

Lebih lanjut dikatakan bahwa kepuasan kerja akan tercapai apabila ada kesesuaian antara kebutuhan individu dengan budaya organisasi. Ini berarti bahwa apa yang diinginkan oleh anggota organisasi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam organisasi. Hasil penelitian Meglino, Ravlin, dan Adlins (1998) menunjukkan bahwa para pegawai akan merasakan kepuasan dan memiliki loyalitas yang tinggi dengan pekerjaannya apabila nilai-nilai mereka anut dan miliki sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Nilai-nilai yang dimiliki pegawai diidentifikasi sebagai ma nifestasi dari nilai-nilai suatu organisasi. Hal ini senada dengan discrepancy theory yang menyebutkan bahwa kepuasan kerja dapat dicapai apabila tidak ada perbedaan antara apa yang seharusnya ada (harapan, kebutuhan, dan nilai-nilai) seasuai dengan apa yang dipersepsikan dengan apa yang diterima melalui pekerjaan. Apabila nilai-nilai yang ada dalam organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki individu, maka seseorang akan merasakan kepuasan kerja.

Hasil penelitian ini juga sejalan de ngan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Murdiasih (2001) yang menyebutkan ada hubungan antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja. Budaya organisasi memberikan sumbangan efektif terhadap kepuasan kerja sebesar 77,9 % dari 8 aspek azas budaya or ganisasi yaitu asas tujuan, keunggulan, mufakat, kesatuan, prestasi, empiris, keakraban, dan asas integritas. Dan penelitian yang dilakukan oleh 

Darmawidiana (2004) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja. Dimana ke delapan aspek budaya organisasi tersebut memberikan kontribusi besar terhadap kepuasan kerja. Miller menegaskan bahwa budaya organisasi yang kuat adalah organisasi yang memegang delapan asas yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi yaitu (1) asas tujuan, (2) asas konsensus,(3) asas keunggulan, (4) asas kesatuan, (5) asas prestasi, (6) asas empirik, (7) asas keakraban, dan (8) asas integritas.
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PERS ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI

Inda Fitryarini

Abstract

The reform movement that ended Soeharto’s 32 years of authoritarian rule has brought changes in Indonesia. It has liberated the market, the media, and the civil society from state repression. But in Indonesian case, the triangle of free market, free media, and free civil society becomes the home of undemocratic elements, capable of opening the box, releasing of various social conflicts that involve ethnic, racial, religious and class divisions. Combined with the increasing pressure of the liberalized market and the weakening power of the state, the deep rooted social conflicts pose a threat to the functioning of media as public sphere for peaceful and rational public discourse in a democracy. While some media intentionally aligned their editorial policy with particular groups in conflicts, some other media become the target of violence as commodity. The value of free media for maintaining a free, rational and peaceful public discourse in a democracy, and for cultivating beliefs and norms that support democracy, is thus remains in question. 

Keyword : Pers, Orde Baru,dan Orde Reformasi

I. PENDAHULUAN

Keruntuhan rezim Soeharto membawa perubahan yang signifikan pada negara ditandai dengan bebasnya tekanan dari pemerintah. Sementara itu masyarakat, politik dan kondisi ekonomi jauh lebih baik. Reformasi terus berlanjut sebagai kata bualan untuk mempolitisasi bagian dari negara ini. Permintaan untuk sebuah keterbukaan dan masyarakat yang demokratis menggantikan negara otoriter dan kroni kapitalis ekonomi yang ditandai oleh munculnya orde reformasi yang baru setelah lengsernya Soeharto dari kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Pada tahun 1999, untuk pertama kali setelah lebih dari tiga dekade, Indonesia mengadakan Pemilu secara langsung dimana 45 partai politik baru mengambil bagian.

Konsep utama demokrasi adalah keberadaan media sebagai institusi untuk menyuarakan masyarakat dengan nilai-nilai yang sesuai dengan demokrasi. Tumbuhnya beberapa organisasi baru juga merupakan suatu fenomena di Indonesia. Ada beberapa kelompok LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dibawah rezim Soeharto. Mereka termasuk yang membela permasalahan umum, seperti HAM, demokrasi, perlindungan lingkungan dan penyelamatan lingkungan. Beberapa bahkan telah memperoleh pengakuan badan hukum dari nasional maupun internasional. Keberadaan organisasi masyarakat seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), walaupun batasan structural ditentukan oleh rezim, LSM ini telah menunjukkan peran penting dalam memperkuat masyarakat walaupun posisinya lemah. Hancurnya rezim Soeharto kemudian melahirkan ratusan LSM baru yang membela transparansi dan tanggungjawab pemerintah ( seperti Pemantau Pemerintahan, Pemantau Korupsi dan lain-lain). Mereka sangat peduli dengan proses demokrasi atau permasalahan umum yang spesifik (seperti Persatuan Masyarakat Miskin). Para peneliti politik sependapat bahwa banyak peran dari organisasi yang meningkatkan kualitas dengan melakukan berbagai kegiatan (Tajoedin, 2002:23). Sebagai tambahan, masyarakat sipil juga memperoleh kekuatan melalui kekuatan militer yang mana pada jaman dulu terlibat pada politik praktis.

Pada sektor media, liberalisasi mengakibatkan banyaknya aturan baru/deregulasi. Terbentuknya departemen informasi, yang mana sebagai tokoh informasi dari pemerintahan otoriter Soeharto, bertanggung jawab untuk catatan panjang atas tekanan pelarangan media di negara Indonesia. Setahun setelah lengsernya Soeharto, pemerintahan berganti. Kebebasan pers dimulai dengan menghapuskan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), menjamin kebebasan pers dan bahkan memberikan hukuman 2 tahun penjara bagi mereka yang menghalang-halangi secara langsung pekerjaan pers. 

Diperkirakan, bahwa setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, jumlah surat kabar yang terbit membumbung tinggi dari 300 perusahaan pers menjadi 1000 perusahaan pers dan stasiun radio dari 700 stasiun menjadi lebih dari 1000 stasiun radio. ( Mangahas, in Johannen and Gomez, 2001:125). Keadaan ini perlahan-lahan akan menyesuaikan diri dengan neo liberalime global dimana diijinkan bagi warga asing untuk memiliki 49% bagian dalam media. Sementara itu, di bidang penyiaran, 5 perusahaan TV swasta yang baru memasuki pasar media bersaing dengan 5 perusahaan TV yang lain yang telah ada sejak awal tahun 1990. Media Indonesia sekarang memproduksi hampir seluruh jenis informasi politik dan isu lain. Jonathan Turners, kepala kantor Reuters di Jakarta mengakui bahwa Indonesia telah menjadi salah satu komunitas dunia yang terbuka dimana berbagai hal bisa ditulis sebanyak yang kita inginkan tanpa harus takut dengan pemerintah (Goodman, 2000)

II. PERMASALAHAN

Dengan adanya reformasi, satu-satunya yang dapat diyakini adalah bahwa Indonesia dimasa depan akan sangat berbeda dari hari ini dan kemarin. Inti dari konsep demokrasi adalah keberadaan media sebagai institusi yang memperkuat hubungan dengan nilai-nilai yang mendukung demokrasi dan sebagai saluran publik dimana semua bisa mengambil bagian serta melakukannya dengan damai dan rasional. Bagaimana Perbedaan Pers Orde Baru dan Orde Reformasi dalam mendukung demokrasi.

III. PEMBAHASAN

A. Demokrasi dan Pemberitaan Masyarakat Sipil

Rezim Soeharto telah digantikan oleh suatu yang lebih terbuka dalam segala hal dan demokratis namun pemerintah menjadi lemah meskipun ada peningkatan demokrasi. Bagaimanapun lemahnya pemerintah setelah berakhirnya rezim otoriter Soeharto tetapi masih dapat memelihara keadaan sosial dalam masa transisi. Berbagai kebencian dan ketegangan terkait dengan masa lalu sebagian besar telah dikubur dengan suatu kombinasi pertumbuhan yang baik secara umum untuk mengidentifikasikan Indonesia. Mengubur semua yang terkoyak akibat perbedaan ras, suku dan agama.

Sejak pertengahan 1998, kekerasan semakin meningkat dan terjadi di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Timor Timur ketika ingin memerdekakan wilayahnya dan terus berlanjut hingga kekerasan separatism Aceh dan Papua. Kekerasan yang paling parah terjadi antara orang pribumi dan orang pendatang serta serangkaian gempuran kekerasan melawan etnis Cina. 

Bahwasanya, kekerasan masyarakat merupakan suatu riwayat lama di Indonesia. Ini terlihat pada tahun 1965-1966, terjadi pembunuhan berencana dimana komunis sebagai sebagai tersangka. Skala kekerasan masyarakat kategori terburuk meningkat setelah jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan masyarakat dominannya menyangkut masalah kesukuan, agama dan status orang pribumi dan pendatang. Suatu upaya sistematis oleh militer dan pendukung Soeharto adalah dengan mambuat keadaan negara menjadi sebuah konflik. Dengan mengarang cerita mengenai koflik kesukuan dan keagamaan diantara orang pribumi dan orang Cina, antara orang Islam dan orang Kristen dan antara orang pribumi dan pendatang. 

Beberapa organisasi sukarelawan termasuk organisasi kemiliteran atau kelompok siap siaga, sisa dari Orde Baru “Status Represif Aparat” yang beranggotakan atas pejabat kenegaraan yang kejam. Mereka diorganisir demi memelihara kelanggangan rezim Soeharto untuk menteror masyarakat yang bertujuan komersiil dan politis. Bagaimanapun, usaha sistematis seperti itu dengan jelas tak satu kondisipun cukup untuk perluasan konflik komunal yang kejam. Keadaan itu dinyatakan oleh banyak factor dan kecenderungan didalam masyarakat sipil itu sendiri.

Masyarakat sipil telah melepaskan hubungan social yang terbagi atas ideologi, dogma, etnis dan perasaan masa lalu-faktor yang dapat memicu terjadinya konflik. Beberapa pengamat membantah bahwa kekuatan yang tidak demokratis ini adalah kecil dan dimasukkan dalam segmen tertentu di masyarakat. Meskipun begitu, kekuatan yang kecil pada saat ini tidak akan mampu mengerahkan massa yang besar.

Penguatan masyarakat sipil memiliki dampak negatif pada kualitas kebebasan pers di Indonesia dan itu menjadi salah satu faktor yang bertanggungjawab atas munculnya serangan kekerasan dan intimidasi terhadap lembaga-lembaga media atau jurnalis. Di era orde baru, media mempunyai musuh terburuk yaitu para aparatur negara yang represif sedangkan di era reformasi, musuh- musuh keluar dari unsur-unsur “buruk” dalam masyarakat sipil yang baru dibebaskan.

Fakta yang paling mengganggu adalah bahwa serangan ke media melibatkan anggota organisasi atau partai politik yang secara luas dianggap sebagai reformis. Sebagai contoh, kantor DKI Pos, harian terbesar di Surabaya, telah diserang dan diduduki oleh banser (petugas keamanan NU, yang sebagian besar adalah pendukung Presiden Abdurrahman Wahid). Dalam insiden lain, para pendukung  PDI-P (yang kemudian diketuai Megawati) menyerang seorang fotografer harian local (Surya). Dalam kedua kasus tersebut, pemimpin partai yang bersangkutan gagal untuk menunjukkan penyesalan atau untuk mengutuk tindakan pasukan mereka, para militer partai. 

B. Pers yang Mandul pada Orde Baru

Dimasa Orde Baru mungkin nasib pers terlihat sangat mengkhawatirkan. Bagaiamana tidak, pers sebegitu rupanya harus mematuhi rambu-rambu yang negara telorkan. Dan sejarah juga memperlihatkan kepada kita bahwa adanya PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) tidak membawa perubahan yang sinifikan pada pola represi itu. Yang ada justru PWI dijadikan media yang turut mencengkeramkan kuku-kukunya pada kebebasan pers di tanah air.

Hal tersebut terlihat ketika terjadinya pembredelan pada beberapa media massa nasional yang sempat nyaring bunyinya. Ketika Tempo, Eitor dan DeTIK dibredel oleh pemerintah, PWI yang seharusnya menggugat justru memberi pernyataan dapat memahami atau menyetujui keputusan yang sewenang-wenang itu. Lalu PWI pula justru mengintruksikan kepada pemimpin redaksi agar memecat wartawannya yang bersuara nyaring terhadap pemerintah. Sehingga tidak salah jika Surbakti (1997: 43) mencatat bahwa PWI adalah salah satu dari alat pengendalian pers oleh pemerintah. 

Pada titik itulah Orde Baru memainkan politik hegemoninya melalui model-model pembinaan. Setidaknya, ada dua arah pembinaan yang dapat kita lihat; pertama, mengimbau atau tepatnya melarang pers memberitakan peristiwa atau isu tertentu dengan segala alasan dan pembenaran, dan menunjukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pers. Pada kenyataannya pers pada masa itu sedemikian dekatnya dengan logika self-censorship, baik hal ini dipaksakan oleh negara atau pun keinginan murni dari pemimpinnya. 

Bentuk lain dari hegemoni negara atas pers di tanah air adalah munculnya SIUPP yakni Surat Izin Penerbitan Pers. Orde Baru sedemikian ketatnya dalam hal pengawasan atas pers, karena mereka tidak menghendaki mana kala pemerintahan menjadi terganggu akibat dari pemberitaan di media-media massa. Sehingga fungsi pers sebagai transmisi informasi yang obyektif tidak dapat dirasakan. Padahal dengan transmisi informasi yang ada diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik atau pun sosial. 

Sedangkan pada masa Orde Baru, fungsi katalisator itu sama sekali hilang. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Abar (1994: 23) bahwa kebebasan pers waktu itu ternyata tidak berhasil mendorong perubahan politik menuju suatu tatanan masyarakat yang demokratis, tetapi justru mendorong resistensi dan represi negara. Penelitian yang dilakukan Abar berkenaan dengan pers di awal masa Orde Baru bisa jadi benar hanya pada titik tertentu. Artinya, pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah mengapa negara begitu resisten dan represif terhadap pers.

C. Media dan Kembalinya Gold, Glory dan Gospel
Analisis media selama Orde Baru Soeharto berada dibawah tekanan penuh yakni adanya integrasi vertical dari elite penguasa kepada industri pers berupa sensor, larangan dan pembuatan peraturan pemerintah. Wartawan adalah masalah bagi pemerintahan Orde Baru karena mereka kritis dan banyak dari mereka percaya pada ide tentang pers sebagai “pengawas” (watchdog). Mereka terus menerus berjuang untuk mengembangkan perlawanan terhadap Orde Baru yang represif (mengancam), advokasi kebebasan pers, demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan berbagai isu yang menjadi perhatian publik.

Bagi banyak “aktifis” wartawan, tampak bahwa objektivitas, tidak memihak, dan netral sudah lama ditolak sebagai bagian dari standar profesionalisme wartawan. Kontras dengan obyektifitas wartawan yang lebih menjunjung standar professional untuk tidak memihak dan seimbang dalam pelaporan pemberitaan, “aktifis” wartawan lebih memilih untuk tampil sebagai peserta aktif sehingga menyebabkan mereka keluar dari permasalahan etnis, ras dan agama. Hal ini tampak bahwa apa yang mereka anggap baik adalah “obyektifitas” sebagai dogma dari sebuah ideology itu sendiri yang bias terhadap fungsi jurnalis sebagai pengawas.

Wartawan generasi baru menolak ide jurnalis yang netral dan obyektif sebagai dasar pekerjaan media, seperti menjunjung nilai-nilai HAM dan demokrasi, yang ada mereka malah menyesuaikan diri dengan kelompok politik tertentu atau segmen dari populasi termasuk kelompok yang membawa kelompok religious atau yang terorganisir berdasarkan sentiment primordial tertentu. 

Munculnya media yang sesuai dengan kebijakan editorial mereka dengan partai politik tertentu atau kelompok religious, khususnya setelah tahun 1998, membuka kesempatan baru bagi “aktifis” wartawan untuk mencari saluran ekspresi politik bagi mereka yang peduli terhadap masalah primordial dan pengamatan kausal untuk loyalitas. Setiap laporan media yang membahas masalah antar etnis atau konflik antar agama dapat dengan mudah mendeteksi adanya sentiment primordial atau kesetiaan tertentu. 

D. Pers di Era Reformasi

Jika pers nasional hendak diposisikan sebagai agent of reform (karena sebagian besar media massa nasional selalu menyuarakan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa) maka lembaga masyarakat ini pantas pula memiliki kedudukan sebagai kekuasaan keempat (the fourth estate). Artinya, kedudukan pers sejajar dengan legislatif, yudikatif, dan eksekutif [A. Muis, 2000: 56]

Pernyataan A. Muis di atas dapat kita artikan sebagai pentingnya kedudukan pers dalam sebuah negara. Meskipun urgensi pers ini pada kenyataannya tidak sampai yang seperti apa yang Muis kehendaki. Tapi, yang jelas dalam negara yang mengusung demokrasi sebagai panglima pemerintahan, pers harus tetap ada meskipun peran-perannya untuk beberapa saat dikebiri.

Urgensi pers pada titik ini justru terlihat, bagaimana sebuah pemerintahan mengebiri fungsi pers atas nama keamanan atau alasan lainnya. Artinya, secara potensial pers memiliki posisi tawar yang tidak sedikit. Hal tersebut juga dipertegas dengan konsepsi Riswandha (1998: 101), bahwa ada empat pilar pemelihara persatuan bangsa, salah satunya adalah kaum intelektual atau pers. Kelompok inilah yang memainkan peran sebagai pemikir dan penguji konsep-konsep yang diterapkan pada setiap kebijakan.

Di Indonesia sendiri, melihat urgensi pers kita bisa mengambil dua rentang waktu yang sama sekali berbeda. Orde Baru seperti ulasan sebelumnya adalah sebuah rezim yang otoriter yang sempat memberangus kebebasan pers atas nama keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedang rentang waktu terkhir digambarkan sebagai masa ketika kran-kran kebebasan terbuka. Terbukanya kran kebebasan ini ada juga yang melihatnya sebagai keterbukaan yang kebablasan.

E. Masalah Pers di Seputar Orde Reformasi
Tertutupnya kran kebebasan pers ternyata pada gilirannya turut mendorong insan-insan jurnalis untuk meneriakan reformasi. Lebih-kurang 30 tahun lamanya masyarakat kita berada di bawah rezim yang otoriter, memberangus kebebasan dan meniadakan penghormatan kepada hak-hak azasi manusia. Pemerintah beranggapan bahwa rakyatlah yang harus menurut, bahwa pemerintahlah yang benar dan harus diturut. Dan mereka yang mencoba-coba memberikan kritiknya pada kekuasaan, yang mencoba memberikan alternatif yang lebih baik kepada kekuasaan akan dianggap ‘menyerang kehormatan’ kekuasaan, ‘merongrong kewibawaan’ kekuasaan dan sebab itu harus dimusuhi, mereka ditindas, ditangkap, diajukan ke pengadilan, dihukum penjara, disiksa atau ditembak sebagi ‘pengacau keamanan’ negara dan ‘pengganggu stabilitas’ nasional (dalam Pamungkas, 2003: 24).

Keotoriteran Orde Baru akhirnya disambut oleh masyarakat dengan teriakan reformasi. Perubahan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Pada titik inilah, pers kembali memainkan perannya setelah lama dibungkam, dipaksa untuk tutup mulut. Selanjutnya, pers tampil dengan wajah baru; demokratis, akomodatif, transformatif, sekaligus konsolidatif terhadap semua kepentingan kemanusiaan dalam dimensi kewarganegaraannya. I’tikad baik pemerintah di masa Orde Reformasi ini terlihat dari lahirnya UU No. 40 Tahun 1999, UU ini juga sekligus mencabut UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang dijadikan legitimasi hukum oleh rezim yang hegemonik sebelumnya.

Masalah baru muncul ketika kebebasan pers dikhawatirkan kebablasan. Hal ini terlihat dari pemberitaan yang dianggap kurang balance antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pers (tingkat oplah). Untuk itu, pihak pers cenderung mengutakan konsep berita yang kurang obyektif, sensasional dan sangat partisipan; kemudian pada level etis kemanusiaan kebebasan pers dinilai telah mengangkangi nilai dan norma kemasyarakatan dan lebih mengutamakan kaidah jurnalistik itu sendiri. Kekhawatiran masyarakat terhadap kebebasan pers, juga muncul dalam aksi perlawanan dalam bentuk kekerasan fisik. Hal ini antara lain ditandai dengan penyerangan harian Jawa Pos di Surabaya oleh Banser pendukung Abdurrahman Wahid (alam Emilianus, 2005: 128).

Emilianus (2005: 134), juga mencatat bahwa klaim kebebasan bisa dilihat dari kebebasan pers (liberal), yang dinilai menafikan nilai human being dan telah merongrong keutuhan ruang privat manusia. Dari fakta ini muncul kegamangan dan kemuakan masyarakat terhadap kebebasan pers yang dinilainya kebablasan. Kebebasan yang demikian berakibat pada rusaknya moral masyarakat dan mengganggu kedaulatan pemerintah, sehingga muncullah tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap pers, khususnya pada pers yang hanya sensional dan komersil belaka dalam menyajikan informasi.

Peran pers di masa reformasi menjadi penting untuk menyelesaikan kesenjangan komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah. Tentunya hal yang wajar jika masyarakat gagap hendak menggunakan model komunikasi semacam apa ketika reformasi telah membuka kran kebebasan sebebas mungkin, pasalnya masyarakat sudah terbiasa dengan pola komunikasi top-down selama 30 tahun lamanya. Di sinilah pers menjadi media yang memungkinkan untuk menjembatani masyarakat dan pemerintah agar komunikasi politik yang terjadi tidak melulu berkesan top-down, tetapi pada titik tertentu menjadi bottom-up. Meskipun pada praktiknya untuk mewujudkan komunikasi politik bottom-up melalui media massa tidaklah mudah. Karena pada masa reformasi, setiap komunikator politik memainkan perannya lebih maksimal. Muis (2000: 166), mencatat bahwa hampir semua opini publik yang bernuansa kritik sosial yang konstruktif melalui pers hampir selalu memperoleh bantahan dari para komunikator elit, yang ada justru pers menjadi media yang memungkinkan terjadinya krisis informasi.

Orde Reformasi ternyata menyisakan masalah bagi pers, tidak hanya masalah kebebasan pers yang dinilai kebablasan oleh pemerintah, lebih-lebih masyarakat. Tapi juga masalah yang pokok yang mencerminkan fungsi dari media massa itu sendiri. Emilianus (2005: 129), mencatat sedikitnya ada enam prinsip tanggungjawab sosial yang harus diemban oleh pers. Pertama; media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat, kedua; kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang atau tinggi tentang informasi, kebenaran, obyektivitas dan keseimbangan, ketiga; dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut seyogyanya media dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada, keempat; media sedapat mungkin menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama, kelima; media hendaknya bersifat pluralistik dan mencerminkan kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang, dan hak untuk menjawab, keenam; masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan satandar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.

Beberapa prinsip umum di atas pada kenyataanya justru tergerus dan kurang optimal karena atmosfir press euphoria. Pers menjadi lupa akan posisinya di tengah-tengah sirkum pemerintah-masyarakat-modal. Di masa itu, pers lebih menampilkan diri sebagai pihak yang dekat kekuasaan dan modal. Dan hal ini harus diantisipasi dengan masyarakat sebagai pengawas atas perilaku pers di Indonesia.

III. PENUTUP

Tulisan ini berangkat untuk menganalisis hubungan segitiga antara pers, masyarakat dan pemerintah dalam rangka menguji gagasan bahwa kemunculan media baru, pers bebas dan masyarakat sipil adalah kondisi yang perlu bagi kehidupan politik yang lebih demokratis. Tidak ada keraguan bahwa untuk benar-benar berfungsi secara demokratis, kebebasan pers dari represi negara harus dijamin. Dalam analisis kami menunjukkan bahwa dalam titik sejarah tertentu pasca Soeharto, media yang bebas dalam pasar bebas dan masyarakat sipil yang bebas, berdiri dalam suatu hubungan demokrasi yang kompleks. Maka kami berasumsi bahwa “dimana media bebas maka masyarakat sipil akan tumbuh”. Mencari bentuk dan mekanisme intervensi langsung dan partisipasi public dalam sector media tampaknya merupakan arah yang bermanfaat untuk penelitian tentang media dan demokrasi. Jika hal ini lahir, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan keotoriteran seperti Orde Baru atau kebebasan yang kebablasan di Orde Reformasi, akan terulang kembali dalam lembaran sejarah bangsa ini.
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PERAN EFIKASI DIRI DAN PEMBELAJARAN INDIVIDUAL

TERHADAP BUDAYA ORGANISASI
Nuraida Wahyu Sulistyani

Abstrak

Pada saat ini proses globalisasi menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi bagi individu maupun organisasi agar tetap bisa tetap survive dan berkembang. Salah satu strategi yang dapat berperan membantu dalam menghadapi persaingan dan lingkungan bisnis yang selalu berubah adalah dengan membentuk budaya organisasi yang didukung dengan pembelajaran individual dan efikasi diri karyawan. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran efikasi diri dan pembelajaran individual terhadap  budaya organisasi.

Penelitian ini terdiri dari satu variabel tergantung, yakni budaya organisasi, dan dua variabel bebas, yakni efikasi diri dan pembelajaran individual. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode skala. Subjek dalam penelitian ini adalah 100 karyawan PT. Cipta Suminah Indah Satresnmda yang dipilih secara random.  Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda (multivariate regression).

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran individual dan efikasi diri terhadap budaya kerja dengan F 31.198, R2 0.570, dan p 0.000. Kemudian dari hasil analisis regresi bertahap didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pembelajaran individual dengan budaya organisasi dengan beta 0.761, t 7.580, dan p 0.000. Sedangkan efikasi diri terhadap budaya organisasi juga terdapat hubungan yang sangat signifikan dengan beta 0.0640, t 0.412, dan p 0.002. 

Keyword: Budaya Organisasi, Efikasi Diri, Pembelajaran Individual

I. PENDAHULUAN

Indonesia tidak dapat menghindar dari derasnya arus globlisasi, apalagi setelah masuk menjadi anggota AFTA dan AFEC. Konsekuensinya pemerintah dan dunia bisnis harus dapat berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing yang beroprasi di wilayah Indonesia. Hal ini perlu mendapat  perhatian yang serius dari pemerintah dan dunia usaha karena daya saing Indonesia tidak kompetitif. Seperti laporan yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahun 2005 menunjukkan daya saing Indonesia anjlok dari peringkat 69 pada tahun 2004  ke peringkat 74 pada tahun 2005 dari 117 negara yang disurvai (Kompas, Oktober 2005). Posisi ini tentu menjukkan betapa tidak kompetitifnya bangsa Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Sementara  itu pertumbuhan pesat dunia usaha di Indonesia terjadi sejak PAKTO (Paket Oktober 1988) yang dikeluarkan oleh pemerintah, membuat perekonomian tumbuh pesat dan melahirkan pemain-pemain besar yang beberapa diantaranya kemudian tumbuh menjadi konglomerasi  dengan dukungan  istimewa  dari rezim yang berkuasa. Ironisnya, ketika terjadi krisis finansial tahun 1998 banyak diantara mereka ikut bangkrut karena fondasi bisnis yang mereka bangun selama ini sangat rapuh dan mudah di goyang oleh krisis (Kompas, Des 2005). 

Menurut Ismawan (2005) perusahan-perusahan besar yang sedang memimpin pasar (market leader) dewasa ini menghadapi begitu banyak variabel ketidakpastian. Seiring dengan intensitas kompetisi yang semakin ketat, terbuka banyak peluang di pasar yang sedang berkembang sebagai konsekuensi dari kesepakatan global mengenai penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan internasional. Seiring dengan perkembangan itu, situasi moneter global juga semakin memberi pengaruh nyata bagi oprasional perusahaan-perusahan tersebut.

Intensitas kompetisi yang meningkat membuat karatristik pasar berubah dari seller’s market menjadi bayer’s market. Konsumen menjadi semakin pemilih,  karena alternatif  barang dan jasa semakin beragam. Bagi banyak perusahaan, tidak ada alternatif lain kecuali berubah dengan lingkungan yang baru. Lebih lanjut Ismawan (2005) menjelaskan lingkungan persaingan dewasa ini begitu ketat sehingga memaksa setiap perusahaan untuk memperbaharui strategi berkompetisi. Perubahan yang cepat mendorong oganisasi untuk bertransformasi menjadi institusi-institusi yang cepat tanggap terhadap peta persaingan terbaru,  potensi pasar baru, dan strategi-strategi baru untuk mencapai tujuan masing-masing. Dalam menghadapi persaingan, perusahaan menggunakan berbagai strategi dari yang bersifat fundamental, radikal, dan dramatik. Pada dasarnya, upaya-upaya tersebut adalah cara perusahaan mencari strategi yang tepat dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah dan seringkali tidak dapat diprediksi.

Hal tersebut juga terjadi pada PT. Cipta Suminah Indah Satresnmda yang berlokasi diKota Samarinda, dimana selalu berusaha meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Upaya tersebut salah satunya dengan menjamin produk dan pelayanan melalui penerapan manajemen mutu dan budaya kerja yang berkualitas yang mengacu pada standar manajemen mutu internasional dengan memperoleh sertefikat ISO 9002: 1994. 

Penerapan mutu dan budaya organisasi yang berkualitas atau saling mendukung menurut Kilmann (Lindrawati, 2001) adalah kunci keberhasilan strategi bisnis, dengan perkataan lain budaya organisasi merupakan salah satu pondasi organisasi yang menentukan kesinambungan bisnis dalam jangka panjang. 

Lebih lanjut Kasali (Kompas, 2005) mengatakan masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat di negara-negara barat, masyarakat Indonesia hingga saat ini masih belum berbudaya korporatif. Indonesia masih terperangkap oleh tradisi, sehingga tidak mudah melakukan perubahan. Lebih lanjut Ia mengatakan, suatu organisasi bisa bertahan panjang bukan dibentuk oleh manajemen yang hebat, tidak juga oleh orang-orang yang hebat, ataupun sistem, melainkan dibangun dengan kekuatan budaya organisasi.

Beberapa ahli organisasi dan peneliti budaya seperti Hofstede, Kotter dan Hesket, (Lako, 2004) mengungkapkan bahwa budaya organisasi merupakan kunci sukses suatu organisasi. Budaya organisasi yang adaptif merupakan suatu cara untuk membangun perusahaan agar terus selalu beradaptasi dan berinteraksi secara terus menerus dengan perubahan lingkungan yang demikian kompleks. 

Lebih lanjut Buchana (Vandenberg dan Lance, 1992) mengatakan bahwa jika karyawan merasa terikat dengan nilai-nilai organisasi berupa budaya organisasi yang ada, maka dia merasa senang dalam bekerja dan mereka akan melakukan tugas dan kewajibanya dengan baik, serta mengerjakan secara tulus iklas, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak terhadap absensi, turn over, dan keterlambatan bekerja. Hal demikian akan muncul komitmen kerja dan sekaligus akan menambah kesetian karyawan terhadap organisasi yang bersangkutan.

Menurut Kotter (2000) budaya organisasi juga dapat penghambat aktivitas bagi karayawan. Lebih lanjut Ia mencontohkan bila seseorang masuk keperusahaan atau organisasi dan berbicara kepada mereka  tentang budaya organisasi, mereka akan mengeluhkan bagaimana budaya seringkali merintangi mereka dalam merekayasa ulang, beradaptasi terhadap perkembangan pasar, dan mengimplementasikan kebijakan perusahaan

Selain faktor situasional yang dapat menghambat budaya organisasi yang adaptif juga terdapat faktor internal yang ada didalam individu yaitu, efikasi diri. Menurut Bandura (1996) efikasi diri sebagai keyakinan individual terhadap kemampuan mengorganisasikan dirinya untuk mencapai kesuksesan dalam tugas tertentu. Perkembangan efikasi diri ditentukan oleh pengalaman langsung maupun tidak langsung terhadap suatu tugas, dengan memahami tugas tersebut individu berusaha menyimpulkan kesesuaian antara tugas yang ada dengan kemampun dirinya. Melalui kesimpulan yang ada, terbentuk kepercayaan diri individu untuk melakukan tugas tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Mitchell (Greenberg, 2000) menunjukan efikasi diri melibatkan proses kognisi  yang cukup besar  sebelum individu sampai pada kesimpulan yang benar. Hal ini berarti individu mempertimbangkan potensi dirinya terkait dengan tugas yang dihadapinya  dengan melihat kompleksitas dan tingkat kesulitan tugas, hambatan yang mungkin dijumpai serta pengalaman  masa lalu dalam melaksanakan tugas serupa. 

 
Budaya organisasi yang adaptif  harus didukung oleh kemauan untuk terus belajar dari semua karyawan baik pada tingkat pimpinan maupun pada karyawan biasa, akan tetapi budaya orang Indonesia cenderung lebih senang menjadi  guru daripada menjadi pelajar. Hal tersebut bermaksud menjadi guru berkonotasi memberi wejangan, petunjuk, instruksi. Sementara menjadi  pelajar konotasinya adalah belajar. Berkembangnya budaya guru ini menyebabkan banyak orang pesimis dengan penerapan individu pembelajar di perusahaan-perusahan Indonesia. Penerapan individu pembelajar butuh orang yang open minded, dan hal ini tidak banyak dalam masyarakat Indonesia yang ada adalah orang-orang tertutup, terlalu menjaga senioritas, dan menciptakan peraturan yang birokratis tertentu agar karir dan jabatannya bisa lama pada posisi tertentu. Sementara pembelajaran individu butuh orang-orang yang mau mendengar, berbagi rasa dan tidak memonopoli kebenaran.karena dalam kondisi seperti ini bisa lahir keberanian ber-pendapat, berekspresi pada seluruh jajaran perusahaan, termasuk pada karyawan level bawah. Selain itu juga  pembelajaran individual juga butuh suasana yang demokrasi, terbuka, terang-terangan, dan apa adanya (Hamzah, 1996).

Kebiasaan lain yang mempunyai andil gagalnya tercipta budaya organisasi  yang kuat adalah fakta bahwa manusia itu malas belajar. Menurut Sinamo (2000) belajar memerlukan konsentrasi, kesabaran, dan kemauan untuk berkorban serta keinginan untuk mau bekerja keras. Budaya seperti inilah yang belum banyak dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga penerapan  pembelajaran individu dalam organisasi masih kurang  bisa diterapkan. 

Senada dengan pendapat tersebut Danim (2003) mengatakan untuk menciptakan manusia pembelajar di Indonesia diperlukan keseriusan dan rentang waktu yang sangat panjang untuk mencapainya. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan efikasi diri dan pembelajaran individual terhadap  budaya organisasi. 

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif korelasional yaitu menjelaskan fenomena satu hubungan variabel dengan variabel lainnya. Sampel penelitian ini adalah karyawan PT. Cipta Suminah Indah Satresnmda yang berjumlah 100 orang dan dipilih secara random. Metode pengumpulan data menggunakan skala budaya organisasi, pembelajaran individual, dan efikasi diri. Hasil uji validitas dan relaibilitas mendapat bahwa skala budaya organisasi memiliki alpha 0,804, skala pemebelajaran individual memiliki alpha 0,857, dan skala efikasi diri memiliki alpha 0.693.Tehnik analisis data yang dilakukan untuk pengolahan data penelitian adalah dengan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan kemampuan prediksi kedua variable bebas (efikasi diri dan pembelajaran individual) terhadap variabel tergantung (budaya organisasi). 

III. PEMBAHASAN

Hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata karyawan PT. Cipta Suminah Indah Satresnmda Samarinda memiliki tingkat efektikfitas budaya organisasi, pembelajaran individual, dan efikasi diri yang sedang – rendah dengan persatese  60 - 70 persen. Pada hasil uji asumsi didapatkan bahwa varibael budaya organisasi, pembelajaran individual, dan efikasi diri berdistribusi normal dengan p > 0.050, serta memiliki hubungan yang linier dengan nilai linierity p < 0.050.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran individual dan efikasi diri terhadap budaya kerja dengan F 31.198, R2 0.570, dan p 0.000. Kemudian dari hasil analisis regresi bertahap didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pembelajaran individual dengan budaya organisasi dengan beta 0.761, t 7.580, dan p 0.000. Sedangkan efikasi diri terhadap budaya organisasi juga terdapat hubungan yang sangat signifikan dengan beta 0.0640, t 0.412, dan p 0.002. 

Pembelajaran individual dan efikasi diri memberikan sumbangan efektif sebesar 57 persen. Adapun sisanya sebesar 43 persen merupakan pengaruh faktor lain yang mempengaruhi pembentukan budaya dalam satu organisasi seperti pendiri organisasi, pengalaman organisasi, dan interaksi internal Greenberg dan Baron (2000). Lebih lanjut Schein (Yukl 1994) menjelaskan mekanisme pembentukan budaya organisasi dengan lebih menekankan peran para pemimpin organisasi dalam bentuk perhatian, krisis, pemodelan peran, pemberian imbalan, desain organisasi, sistem, dan prosedur, mitos atau legenda, serta pernyataan formal. 

Adapun terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran individual dan budaya organisasi mengandung arti bahwa pembelajaran individual mempunyai peran yang sangat penting terhadap tingkat budaya organisasi yang akan dibentuk. Hasil penelitian Sinamo (2000) mengatakan bahwa bila organisasi terus melakukan pembelajaran, maka organisasi tersebut akan dapat berkembang dan sukses dalam kompetisi bisnis yang semakin keras. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa akan semakin banyak organisasi mengalami kehancuran disebabkan oleh complancency (rasa puas diri) dan arrogance (kesombongan). Oleh karena itu belajar adalah kunci untuk dapat bertahan dalam persaingan. 

Sementara itu Bandura (1997) mengatakan agar setiap organisasi mampu meraih sukses di masa-masa yang akan datang, ia harus mampu belajar dan berubah dengan cepat sesuai dengan tuntutan pasar. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Peter Drucker (Hamzah 1996) yang mengatakan bahwa keunggulan di masa depan ditentukan oleh siapa yang paling memiliki knowledge. Ia juga mengingatkan sesungguhnya organisasi juga seperti makhluk hidup (organisme) yang harus beradaptasi untuk bertahan hidup. 

Lebih lanjut Argyris dan Schon (1978) mengatakan dalam melaksanakan pembelajaran hal yang terpenting adalah dengan membudayakan proses belajar di dalam perusahaan dan menjadikan perusahaan sebagai proses belajar. Individu belajar dapat diwujudkan melalui pengalaman dari prilaku individu tersebut, sehingga individu sebagai sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam perusahaan. Untuk mengembangkan proses pembelajaran di perusahaan maka dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Senge (1990) seperti belajar dalam tim, visi bersama, model mental, penguasaan diri merupakan tema yang penting dan perlu dikembangkan dalam bentuk aplikasi seperti training, seminar, dan sebagainya.

Demikian halnya dengan apa yang dikatakan oleh Jashapara (1993) bahwa untuk merancang sistem yang mampu belajar tergantung pada potensi kemampuan belajar (learning capability) organisasi yang bersangkutan. Kemampuan ini dipengaruhi oleh tingkat komunikasi dan tingkat belajar antara belajar perorangan, belajar dalam tim dan belajar dalam organisasi; laju belajar, pusat perhatian belajar; kelancaran aliran komunikasi dua arah, dan penyebaran hasil belajar yaitu  pengetahuan dan keahlian baru, yang semuanya itu dapat ditentukan oleh faktor budaya organisasi yang berlaku dan dibentuk di suatu organisasi.

Hasil penelitian Buchana (Vandenberg dan Lance, 1992) mengatakan bahwa jika karyawan merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasi berupa budaya organisasi yang ada maka dia merasa senang dalam bekerja, mereka akan melakukan tugas dan kewajibanya dengan baik, serta mengerjakan secara tulus iklas, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak terhadap absensi, turn over, dan keterlambatan bekerja. 

Lebih lanjut hasil penelitian Martin (1992) mengatakan dengan memiliki nilai-nilai (budaya organisasi) maka organisasi atau perusahaan akan dapat bertahan dalam menghadapi kompetisi pasar yang makin kompetitif. Adapun budaya organisasi yang perlu dikembangkan menurutnya meliputi 1) sensitiv terhadap kebutuhan pelanggan dan kebutuhan karyawan, 2) memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang mereka miliki (pembelajaran individual), 3) kemauan menerima resiko yang mungkin saja terjadi, dan 4) keterbukaan melakukan komunikasi dengan karyawan dan pelanggan. 

Hal ini juga didukung hasil penelitiannya Kamakura dan Novak (1992) yang mengatakan bahwa nilai dipelajari dalam kebudayaan dan berguna sebagai standard yang menentukan baik buruknya moral dan kompetensi seseorang dibanding dengan orang lain, mengarahkan dan membantu berpikir secara rasional mengenai kepercayaan, sikap dan tingkah laku. 

Sedangkan terdapatnya hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan budaya organisasi menandakan bahwa bahwa nilai-nilai budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan efikasi diri pegawai pada suatu organisasi, sehingga pegawai menjadi lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sebaliknya jika budaya organisasi rendah maka efikasi diri pegawai juga rendah, yang menyebabkan pegawai menjadi tidak percaya diri, mudah stress, dan cemas Litts (1999). Kedua dari katagorisasi data penelitan didapatkan bahwa efikasi diri karyawan PT. Cipta Suminah Indah Satresnmda termasuk dalam katagori sedang ke rendah, artinya sebagian besar karyawan memiliki efikasi diri rendah. Data tersebut juga menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki efikasi sedang – rendah yang artinya karyawan tidak memiliki tantangan yang bisa membuat efikasinya dapat meningkat karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak memberikan tantangan yang kuat untuk dipecahkan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bandura (1997) bahwa efikasi diri bisa meningkat disebabkan oleh tingkat kesulitan pekerjaan tersebut (magnitude), jadi tingkat kesulitan dari pekerjaan yang dilakukan berpengaruh terhadap efikasi diri karyawan. Kenyataannya karyawan PT. Cipta Suminah Indah Satresnmda dalam menjalankan tugasnya sehari-hari tidak banyak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan tugasnya karena sifat pekerjaan yang cenderung bersifat rutinitas. 

Hasil penelitian Judge, dkk (1998) juga menyatakan bahwa efikasi diri merupakan salah satu core evaluations atau salah satu dasar untuk melakukan evaluasi tentang diri yang berguna untuk memahami diri. Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari karena efikasi diri yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk didalamnya perkiraan terhadap tantangan yang akan dihadapi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bandura (1994) bila seseorang memiliki efikasi diri yang tinggi maka hal tersebut akan dapat menunjang peningkatan prestasi dan kinerja. Seseorang yang memiliki kepastian akan kapasitasnya akan lebih menganggap tugas-tugas sukar sebagai tantangan untuk di atasi daripada sebagai ancaman yang harus dihindari (Phillips dan Gully, 1997).

Schowerer dan May (1996) juga mengatakan berdasarkan teori motivasi dan kepuasan kerja, bahwa efikasi diri yang tinggi memungkinkan menghasilkan kepuasan kerja sama tinggi seperti performansi kerja. Kemudian Kasdhan dan Robert (2004) menjelaskan bahwa dengan efikasi diri yang dimiliki individu akan menurunkan tingkat kecemasan diri dan lebih fokus serta berpandangan positif terhadap perubahan yang sedang diusahakan dan dibentuk dalam suatu organisasi.

Menurut Felfe dan Schyns (2002) budaya organisasi dapat dibangun dari kepercayaan yang dipegang teguh secara mendalam tentang bagaimana organisasi seharusnya dijalankan atau beroperasi. Budaya merupakan system nilai dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku. Iklim dan budaya organisasi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap efikasi diri pegawai yang akhirnya akan mempengaruhi efesiensi dan kinerja. 
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Abstrak

Pada umumnya anak TK Nol Besar baik laki-laki maupun perempuan di Taman Kanak-Kanak Pembina Samarinda dapat dikatakan berinteraksi cukup baik dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena sifat mereka yang mudah berbaur dengan lingkungannya dan keadaan fisik mereka yang membuat mereka mudah melakukan apa saja. Selain itu, tidak adanya permasalahan yamg disebabkan oleh latar belakang dan kebudayaan yang berbeda dari tiap anak. Sehuingga hal tersebut bukanlah suatu hal yang dapat membuat perselisihan dan pada akhirnya akan menyebabkan pertengkaran. 

Tak jarang anak-anak TK Nol Besar menunjukkan suasana pertentangan atau persaingan. Adanya perasaan mau menang sendiri dan berkuasa di TK, membuat sebagian anak lebih memilih untuk mengalah. Perbedaan keinginan dan pendirian baik antara anak yang satu maupun antara anak dengan Guru TK, sering pula memicu adanya pertengkaran diantara anak-anak TK Nol Besar dan mengakibatkan anak tidak mau mendengarkan apa kata Guru TK. 

Diharapkan bagi Pengurus Taman Kanak-Kanak Pembina Samarinda agar dapat membuat program kegiatan yang lebih menarik dan mengoptimalkan kegiatan yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk dapat membantu anak TK Nol Besar lebih baik lagi dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kepada pengurus atau Guru TK Nol Besar penulis berharap pengurus atau Guru TK Nol Besar dapat lebih memperhatikan perkembangan sosial para anak Taman Kanak-Kanak serta lebih sabar dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh anak Taman Kanak-Kanak, mampu membimbing dan mengarahkan dalam setiap permasalahan yang ada. 

Keyword: Interaksi Sosial Anak, Taman Kanak-Kanak
I. PENDAHULUAN

Tolong menolong dan bekerja sama dengan orang lain merupakan hal yang harus dimiliki pada saat seseorang berhubungan dan berinteraksi sosial. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Seseorang yang mampu berinteraksi sosial dengan lingkungan secara baik, ia mampu berempati, menghargai pendapat, dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Berbeda dengan orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

Begitu pula dengan anak Taman Kanak-Kanak, pada usia 4 tahun seorang anak telah membentuk 50% dari intelegensi yang akan dimilikinya, pada waktu dia dewasa sebelum berusia 8 tahun anak telah membentuk 80% dari intelegensi yang akan dimilikinya pada waktu dewasa (Bichler, 1971). Selanjutnya Freud mengemukakan  bahwa kepribadian sebenarnya telah terbentuk pada akhir tahun kelima dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar. Memperhatikan pendapat Bichler dan Freud tersebut, dapat dikatakan bahwa penanaman dasar-dasar kepada anak usia 4 sampai 6 tahun (masa kanak-kanak) akan sangat menentukan perkembangan selanjutnya. 

TK merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang ada dijalur pendidikan sekolah yang merupakan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar (peraturan pemerintah no. 27 th 1990). Mengingat adanya pengaruh interaksi sosial pada anak TK maka penulis tertarik untuk melakukan studi penelitian yang berjudul  “Studi Tentang Interaksi Sosial Taman Kanak-Kanak pada TK Pembina di Samarinda Tahun Ajaran 2008/2009”. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif deskriftif. Wilayah penelitian di Taman Kanak-Kanak Pembina Samarinda dengan subjek penelitian adalah murid Taman Kanak-Kanak Pembina. Pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara dan observasi.
III. PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam bab ini adalah data mengenai interaksi sosial anak di Taman Kanak-Kanak Pembina Samarinda tahun ajaran 2008/2009. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan responden yaitu dua orang Guru kelas TK Nol Besar, pengamatan atau observasi non partisipan dan partisipan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih sebulan dan mengumpulkan dokumen berupa berkas-berkas dan beberapa foto.

Data tentang interaksi sosial anak di Taman Kanak-Kanak Pembina Samarinda tahun ajaran 2008/2009 diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang berdasarkan indikator yang telah dikembangkan, pengamatan atau observasi non partisipan dan partisipan dan mengumpulkan berbagai dokumen berupa berkas-berkas dan beberapa foto. 

1. Kerja Sama (Cooperation)

a.  Sikap empati dan kesediaan membantu menyelesaikan masalah orang lain. 

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, ternyata sikap empati dan kesediaan membantu menyelesaikan masalah orang lain, kurang dapat dilaksanakan dengan baik, karena hanya  beberapa anak saja yang mau melakukan hal tersebut. 

b.  Berperan aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan TK

Hasil observasi kurang lebih 10 sampai 20 anak terlihat bervariasi respon yang mereka berikan. Seperti yang diutarakan oleh kedua responden dari hasil interview bahwa anak-anak TK Nol Besar lebih banyak aktifnya untuk mengikuti kegiatan yang telah disusun oleh Guru TK Nol Besar.

2. Persaingan (Competition)
a.  Lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. 

Dari hasil observasi yang dilakukan, hal ini terkadang terjadi di lingkungan anak TK Nol Besar. Akan tetapi tidak semua anak TK Nol besar bersikap mau menang sendiri. Hanya ada sekitar 2 orang sampai 4 orang anak TK Nol Besar yang bersikap seperti itu. Mereka lebih banyak menunjukkan rasa mau menang sendiri dalam hal untuk memiliki mainan di lingkungan Taman Kanak-Kanak seperti ingin memiliki ayunan dan bola sendiri tanpa mau berbagi dengan anak yang lainnya.

b.  Merasa diri paling sempurna
Persaingan yang terjadi di dalam lingkungan Taman Kanak-Kanak Pembina Samarinda khususnya anak TK Nol Besar terkadang terjadi karena ada salah satu anak yang merasa bahwa ia memiliki badan yang paling besar, sehingga ia dengan mudah menguasai permainan tertentu seperti ayunan atau bola. 
c.  Tidak suka apabila orang lain lebih unggul dari dirinya
Perasaan iri kerap terjadi diantara anak TK Nol Besar. Hal itu terjadi karena mereka merasa tidak suka apabila teman mereka mendapatkan kebahagiaan atau apa saja yang membuat orang lain itu bahagia. Tak jarang hal semacam ini menimbulkan konflik atau pertengkaran. Semua ini terkadang hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan.

3.  Pertentangan (Conflict) 

a.  Adanya perbedaan pendirian sehingga terjadi konflik
Konflik yang terjadi antar anak TK Nol Besar disebabkan karena adanya perbedaan pendirian. Hal ini disebabkan karena faktor usia yang mempengaruhi mereka sehingga membuat mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri mereka. 

b.  Adanya perbedaan kepribadian dan sifat disebabkan oleh perbedaan latar belakang kebudayaan
Di dalam lingkungan anak TK Nol Besar, masalah perbedaan kepribadian atau pun perbedaan latar belakang kebudayaan bukanlah menjadi hal yang penting. Karena menurut mereka pada saat mereka bermain, itulah teman-teman mereka. 

c.  Adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok
Terkadang terjadi permasalahan yang disebabkan karena saling menonjolkan kepentingan masing-masing, yang tujuannya hanyalah untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. 

4.  Persesuaian (Accomodation)

a. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar
Dari hasil observasi terlihat sekali suasana akrab antar anak TK Nol Besar. Sesekali terdengar canda tawa di tengah perbincangan mereka. Akan tetapi, sebagian dari mereka ada yang hanya berdiam diri saja.

b.  Mampu menjadi penengah terhadap masalah orang lain
Dari hasil interviuv kedua responden mengatakan bahwa anak-anak TK Nol Besar apabila terjadi suatu konflik atau perkelahian yang terjadi diantara anak-anak tersebut, anak-anak itu tidak banyak melakukan apa-apa. Mereka hanya sebagai penonton, tetapi terkadang ada juga yang berusaha meleraikan perkelahian itu.

5. Asimilasi atau perpaduan (Assimilation)

a.  Mempunyai sikap terbuka antara individu satu dengan yang lain
Sikap terbuka antara anak yang satu dengan yang lainnya terkadang terjadi diantara mereka. Tetapi hanya anak-anak yang mau berkomunikasi dengan lingkunganlah yang mempunyai sikap terbuka itu. Karena mereka terkadang ingin meceritakan apa yang terjadi dengan diri mereka sebelum datang ke Taman Kanak-Kanak. 

b.  Adanya toleransi dari kedua belah pihak
Dari hasil interview dan observasi toleransi merupakan suatu hal yang sulit untuk ditemukan di dalam Taman Kanak-Kanak Pembina Samarinda, karena anak-anak kurang mendapatkan situasi atau keadaan dimana mereka harus belajar untuk bertoleransi dengan anak yang lainnya. Toleransi mereka hanya ditunjukkan dalam hal menolong temannya saja.

B. Conclution Drawing atau Penarikan Kesimpulan

1. Kerja Sama

a. Sikap empati dan kesediaan membantu menyelesaikan masalah orang lain

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, ternyata sikap empati dan kesediaan membantu menyelesaikan masalah orang lain, kurang dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan hanya beberapa anak saja yang mau melakukan hal tersebut. b. Berperan aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan Taman Kanak-Kanak

2. Persaingan (Competition)
a. Lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama

Hal ini terkadang terjadi di lingkungan anak TK Nol Besar. Akan tetapi tidak semua anak TK Nol besar bersikap mau menang sendiri. Hanya ada sekitar 2 orang sampai 4 orang anak TK Nol Besar yang bersikap seperti itu. Mereka lebih banyak menunjukkan rasa mau menang sendiri dalam hal untuk memiliki mainan di lingkungan Taman Kanak-Kanak seperti ingin memiliki ayunan dan bola sendiri tanpa mau berbagi dengan anak yang lainnya.

b. Merasa diri paling sempurna
Persaingan yang terjadi di dalam lingkungan Taman Kanak-Kanak Pembina Samarinda khususnya anak TK Nol Besar terkadang terjadi karena ada salah satu anak yang merasa bahwa ia memiliki badan yang paling besar, sehingga ia dengan mudah menguasai permainan tertentu seperti ayunan atau bola. Anak tersebut merasa bahwa seluruh mainan itu adalah kepunyaan dirinya. 

c. Tidak suka apabila orang lain lebih unggul dari dirinya
Perasaan iri kerap terjadi diantara anak TK Nol Besar. Hal itu terjadi karena mereka merasa tidak suka apabila teman mereka mendapatkan kebahagiaan atau apa saja yang membuat orang lain itu bahagia. Tak jarang hal semacam ini menimbulkan konflik atau pertengkaran. Tetapi terkadang sikap seperti ini hanya untuk mendapatakan apa yang mereka inginkan.

C. Pembahasan

1. Kerja Sama (Cooperation)

a. Sikap empati dan kesediaan membantu menyelesaikan masalah orang lain
Sikap empati dan kesediaan membantu menyelesaikan masalah orang lain, kurang dapat dilaksanakan dengan baik diantara anak-anak TK Nol Besar, hal ini dikarenakan hanya beberapa anak saja yang mau melakukan hal tersebut.

b. Berperan aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan TK
Untuk kegiatan di dalam kelas yang lebih sering dilakukan adalah menulis dan mewarnai. Terkadang ada 1 sampai 2 orang anak yang tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, mereka lebih memilih bermain sendiri di dalam kelas. 

2. Persaingan (Competition)
Lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Anak-anak sebenarnya memiliki naluri dasar untuk bersaing. Hal ini terkadang terjadi di lingkungan anak TK Nol Besar. Akan tetapi tidak semua anak TK Nol besar bersikap mau menang sendiri. Anak-anak melihatnya lebih sebagai bagian dari kegiatan bermain. Mereka lebih banyak menunjukkan rasa mau menang sendiri dalam hal untuk memiliki mainan di lingkungan Taman Kanak-Kanak seperti ingin memiliki ayunan dan bola sendiri tanpa mau berbagi dengan anak yang lainnya. 

3. Pertentangan (Conflict) 

a. Adanya perbedaan pendirian sehingga terjadi konflik
Pada usia ini tingkat ketergantungan mulai berubah. Aktivitas yang semula serba dependen perlahan beralih menjadi independen. Seiring dengan kemajuan  dalam kemampuan  bahasa, gerak, dan kemampuan komunikasi dengan dunia luarnya, ia akan lebih mudah mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya. Pertentangan terjadi karena si anak belum mengenal kepentingan lain selain kepentingan dirinya sendiri. Konflik yang terjadi antar anak TK Nol Besar disebabkan karena adanya perbedaan pendirian. Hal ini disebabkan karena faktor usia yang mempengaruhi mereka sehingga membuat mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri mereka. Tak jarang pula, mereka memaksakan kehendak teman yang berujung permusuhan. 

b. Perbedaan kepribadian dan sifat disebabkan perbedaan latar belakang kebudayaan
Dalam berinteraksi dengan lingkungannya mereka tak pernah memikirkan masalah perbedaan latar belakang kebudayaan, status sosial, suku, agama ataupun dari tingkat ekonomi yang sama dengan mereka. Tak sungkan pula mereka saling bergandengan tangan ketika berjalan tanpa memperdulikan latar belakang teman tersebut. 
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